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P     U     T     U     S     A     N   
Nomor :  43/G/2008 /PTUN- BDG

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bandung  yang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  sengke ta  Tata  Usaha  Negara  pada  

t i ngka t  per tama  dengan  acara  biasa  te l ah  menja tuhkan  putusan  

sebaga imana  te rsebu t  d ibawah  in i  da lam  sengketa  anta ra  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T  u  an  IBRAHIM  SAPUTRA  ,   Warga  Negara  Indones ia ,  peker j aan  

Di rek tu r  PT.  Galunggung  Mega Sakt i ,  ber tempat  

t i ngga l  d i  Ja lan  Melong  No.  42  RT.008/RW.002  

Kelu rahan  Cikawao,  Kecamatan  Lengkong,  Kota  

Bandung,  da lam hal  in i  member i  kuasa  kepada  :  

VINCENSIUS  BINSAR  RONNY,  SH.  dan.  JOHAN 

JAUHARI,  SH,  keduanya  Warga Negara  Indones ia ,  

peker  jaan  Advokat  &  Penasehat  Hukum 

berkan to r  pada Kanto r  Hukum VINCENSIUS BINSAR 

RONNY,  SH &  PARTNERS berkedudukan  di  J I .  

Logam No.  19 Bandung,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  

Khusus  No.  01/A- 1/V BR  &  Par t /BDGN/2008  

te r t angga l  29 Apr i l  2008.  Selan ju tnya  d isebu t  

PENGGUGAT.     

M e l  a w a n

1.  DIREKTUR JENDERAL PAJAK  ,   berkedudukan  di  Ja lan  Jendera l  

Gato t  Su bro to  No 40 — 42 Jakar t a .  Dalam hal  

in i  member i  kuasa  kepada  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 . Erma  Sul i s t ya r i n i ,  SH.  MA,  Kepala  Sub 

Di rek to ra t  Penin jauan  Kembal i  dan  

Evaluas i ,  Di rek to ra t  Kebera tan  dan 

Hal  1 dar i  hal  59 Putusan  Nomor:43 /G /2008 /PTUN- BDG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Banding  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 . Ida  Zura ida ,  SH.  LLM,  Kepala  Sub 

Di rek to ra t  Bantuan  Hukum,  Di rek to ra t  

Pera tu ran  Perpa jakan  I I  ; - - - - - - - - - - - - - - - -

3.  Yurna l i s  RY,  SH.MM,  Kepala  Seks i  

Penin jauan  Kembal i ,  Subdi t  Penin jauan  

Kembal i  dan  Evaluas i ,  Di rek to ra t  

Kebera tan  dan  Banding  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 . Abdon  B.  Si tumorang ,  SH,  Kepala  Seks i  

Bantuan  Hukum  I  Subdi t  Bantuan  Hukum,  

Di rek to ra t  Pera tu ran  Perpa jakan  I I  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

5 . Abdul  Mar ian ,  SH.  LLM  Kepala  Seks i  

Bantuan  Hukum IV  Subdi t  Bantuan  Hukum,  

Di rek to ra t  Pera tu ran  Perpa jakan  I I .  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

6 . Danie l  H.T.  Naibaho ,  SH,  Penelaah  

Kebera tan  Di rek to ra t  Kebera tan  dan  

Banding  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

7 . Fatchurohman,  SE,  Penelaah  Kebera tan  

Di rek to ra t  Kebera tan  dan  Banding  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 . Hary  Puryan to ,  SE,  Penelaah  Kebera tan  

Di rek to ra t  Kebera tan  dan  Bandin g;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 . Poppt  Dwipusp i t a  Wardhan i ,  SH,  Pelaksana  

Subdi t  Bantuan  Hukum,  Di rek to ra t  

Pera tu ran  Perpa jakan  I I  ;  - - -

10 . Frans i sca  Warastu t i ,  SR Pelaksana  Subdi t  

Bantuan  Hukum,  Di rek to ra t  Pera tu ran  

Perpa jakan  I I . ;  - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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11 . R.  Ajeng  Andr i yan i ,  SH,  Pelaksana  Subdi t  

Bantuan  Hukum,  Di rek to ra t  Pera tu ran  

Perpa jakan  I I .  ;  - - - - - - - - - - - - - - -   

Kesemuanya,  berkewarganegaraan  Indones ia .  

peker j aan  Pegawai  Neger i  Sip i l  dan menggunakan  

alamat  Kanto r  Di rek tu r  Jendera l  Pajak ,  

berkedudukan  d i  Ja lan  Ja lan  Jend.  Gato t  

Subro to  No.  40- 42  Jakar ta  12190  Berdasarkan  

Sura t  Kuasa  Khusus  No.  :  SKU-108/PJ /2008 .  

te r t angga l  12  Jun i  2008  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Selan ju tnya  d isebu t  TERGUGAT I .     

2.  KEPALA     KANTOR     PELAYANAN     PAJAK     BANDUNG     KAREES,   berkedudukan  

di  Ja lan  Ib rah im  Adj i e  (d /h  JI .  Kiaracondong  )  

No.  372  Bandung.  Dalam ha l  in i  member i  kuasa  

kepada   : - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 . Erma  Sul i s t y a r i n i ,  SH.MA,  

Kepala  Sub  Di rek to ra t  

Penin jauan  Kembal i  dan 

Evaluas i ,  Di rek to ra t  

Kebera tan  dan  Bandin g  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

2. Ida  Zura ida ,  SH,  LLM,  

Kepala  Sub  Di rek to ra t  

Bantuan  Hukum,  Di rek to ra t  

Pera tu ran  Perpa jakan  I I  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - -

3 . Yurna l i s  RY,  SH.MM.  Kepala  

Seks i  Penin jauan  Kembal i ,  

Subdi t  Penin jauan  Kembal i  

dan  Evaluas i ,  Di rek to ra t  

Kebera tan  dan  Banding  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  3 dar i  hal  59 Putusan  Nomor:43 /G /2008 /PTUN- BDG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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- - - - - - - - - - - - - -

4 . Dewi  Sulaksmin i j a t i ,  SH,  Mkn,  Kepala  Seks i  

Bantuan  Hukum I I ,  Subdi t  Bantuan  Hukum,  

Di rek to ra t  Pera tu ran  Perpa jakan  I I  ;

5 . Her l i n  Sul i sm iya r t i ,  SH.  Kepala  Seks i  

Bantuan  Hukum I I ,  Subdi t  Bantuan  Hukurn ,  

Di rek to ra t  Pera tu ran  Perpa jakan  I I ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 . Dewi  Ambar  Rukmi ,  SH.  Kepala  Sub  Bagian  

Bantuan  Hukum dan  Pelaporan ,  Kanwi l  DJP 

Jawa Bara t  I .  ;

7 . Agus  Suharsono ,  SH,  Kepala  Seks i  Waskon  

I I I ,  Kanto r  Pelayanan  Pajak  Pratama 

Bandung Karees  ;

8 . Danie l  H.T  Naibaho ,  SH,  Penelaah  Kebera tan  

Di rek to ra t  Kebera tan  dan Banding  :

9 . Pr iya  Sut r i a r sa ,  SE,   Account  

Represen ta t i v e     Kanto r  

Pelayanan  Pajak  Pra tama Bandung Karees .  ;

10.Yaser  Zain ,  Pelaksana  Sub  Bagian  Bantuan  

Hukum dan Pelaporan ,  Kanwi l  DJP Jawa Bara t  I .  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Kesemuanya  berkewarganegaraan  Indones ia ,  

peker j aan  Pegawai  Neger i  Sip i l  dan  

menggunakan  alamat  Kanto r  Pelayanan  Pajak  

Pratama  Bandung  Karees  berkedudukan  di  Ja lan  

Ib rah im  Adj i e  No.  372  Bandung.  Berdasarkan  

Sura t  Kuasa  Khusus  No.  :  SKU-

01/ WPJ.09 /KP.0409 /2008 .  te r t angga l  27  Mei  

2008 ;

Selan ju t nya  disebu t  TERGUGAT I I .     

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  te rsebu t  :

- Telah  membaca :

•Berkas  perkara  Nomor  :  43  /G/2008 /PTUN- BDG  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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•Penetapan  Ketua  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Bandung  

No.  43/Pen.MH/2008 /PTUN- BDG tangga l  11 Jun i  2008 ten tang  

penun jukkan  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa ,  memutus  dan 

menye lesa i kan  sengke ta  Tata  Usaha  Negara  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

•Penetapan  Ketua  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Bandung  No.  43/Pen.PP/2008 /PTUN- BDG tangga l  11  

Jun i  2008  ten tang  Pemer iksaan  Pers iapan  sengketa  

te rsebu t  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

•Penetapan  Ketua  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Bandung  No.  43/Pen.HS/2008 /PTUN- BDG tangga l  2 

Ju l i  2008  ten tang  Penetapan  Har i  Sidang  per tama  

pemer iksaan  sengketa  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

•Sura t - sura t  bukt i  dar i  keduabe lah  p ihak  yang  

bersengke ta  dan  Ber i t a  Acara  

pers i dangan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat  dengan  sura t  gugatannya  Nomor   :   01/B-

1.VBR  & Par t /BDG/V /2008  te r t angga l  12  Mei  2008  yang  

dida f t a r kan  di  Kepani t e r aan  Perkara  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Bandung pada tangga l  12 Mei  2008 dengan  Regis te r  Nomor  

:  43/G/2008 /PTUN- BDG dan  te lah  diperba i k i  pada  tangga l  02  

Ju l i  2008,  te lah  rnenga jukan  gugatan  dengan  alasan  — alasan  

sebaga i  ber i ku t  :  

OBJEK  SENGKETA :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Gugatan  in i  d ia j ukan  oleh  Penggugat  sehubungan  dengan  

t i ndakan  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  yang  te l ah  menerb i t kan  

Sur at  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  berupa  :  
Hal  5 dar i  hal  59 Putusan  Nomor:43 /G /2008 /PTUN- BDG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TERTANGGAL 28 

FEBRUARI  2008  NOMOR  :  KEP-95/PJ.07 /2008  TENTANG 

PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK 

BENAR ATAS SKPKBT PPN,  ATAS NAMA WAJIB  PAJAK :  PT.  

GALUNGGUNG MEGA SAKTI ,  NPWP :  01.241 .037 .9 - 424.000 ,  DAN 

- - - - - - - -

2. SURAT  KETETAPAN PAJAK  KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK 

PERTAMBAHAN NILAI  BARANG DAN JASA TERTANGGAL 24 NOPEMBER 

2005  NOMOR :  00008/307 /00 /424 /05 ,  YANG TELAH DITERBIT  

KAN OLEH KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG KAREES 

ATAS NAMA WAJIB  PAJAK :  PT.  GALUNGGUNG MEGA SAKTI,  

NPWP  :  01.241 .037 .9 - 424.000  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Keputusan  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  te r sebu t  pada  

pr ins i pnya  te lah  memenuhi  unsur  Pasa l  1  ayat  (3 )  Undang-

Undang  No.5  tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

yakn i  suatu  Penetapan  te r t u l i s  yang  d ike lua rkan  oleh  Badan  

atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  ber i s i  t i ndakan  hukum 

Tata  Usaha  Negara  berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber l aku ,  yang  bers i f a t  konkr i t ,  ind i v i dua l  dan  f i na l ,  

ser ta  meni mbulkan  ak iba t  hukum  bag i  seseorang  in  casu 

menimbulkan  kerug ian  bag i  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keputusan Tergugat  I  dan Tergugat  I I  merugikan  Penggugat  :  

Bahwa  t i ndakan  Terguga t  I  dan  Tergugat  I I  yang  te l ah  

menerb i t kan  Sura t  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  a  quo,  se la i n  

te l ah  merug ikan  kepent i ngan  dan  hak hak  Penggugat ,  secara  

nyata  dan  te rang  jug a te l ah  ber ten tangan  dengan  Azas Azas  

Hukum dan  Azas- Azas  Umurn  Pemer in tahan  yang  Baik ,  te ru tama  

Azas  Kepast i an  Hukum,  sebaga imana  te rcan tum  dalam  Pasa l  53  

ayat  (1 )  dan  (2)  huru f  a dan  b,  UU No.  9 tahun  2004  ten tang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Perubahan  Atas  UU No.  5  tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara  jo .  Undang- Undang No.  5 tahun  1986  jo .  pasa l  33  

ayat  (1 )  jo .  pasa l  77 ayat  (1 )  dan (3 )  jo .  pasa l  80 jo .  pasa l  

86 jo .  pasa l  88 ayat  (2 )  jo .  pasa l  89 jo .  pasa l  91 jo .  pasa l  

92 Undang- undang No.  14 tahun  2002 ten tang  Perad i l an  Pajak .   

Bahwa  adapun  yang  menjad i  dasar - dasar  dan  a lasan- a lasan  

Gugatan  pihak  Penggugat  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  

a. Bahwa Penggugat  ada lah  Di rek tu r  PT.  Galunggung  

Mega  Sakt i ,  sebuah  perusahaan  swasta  yang  

bergerak  dib i dang  Kni t t i n g  Garment  Indus t r i e s ,  

dengan NPWP :  01.241 .037 .9 - 424.000  ;  

0. Bahwa  pada  tangga l  24  Nopember  2005,  Kepala  

Kanto r  Pelayanan  Pajak  Bandung  Karees  te l ah  

mengeluarkan  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  

Tambahan  Pajak  Per tambahan  Ni la i  Barang  dan  

Jasa  (SKPKBT PPN)  Nomor  :  00008/307 /001424 /05 ,  

atas  nama  PT.

GALUNGGUNG MEGA SAKTI ,  NPWP :  01.241 .037 .9 -

424.000  masa Pajak  Januar i  s /d  Desember  2000 ;  

c .  Bahwa  te rhadap  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  

Tambahan  Pajak  Per tambahan  Ni la i  Barang  dan  Jasa  

Nomor  :  00008/307 /00 /  424/05  te r t angga l  24  Nopember  

2005  te rsebu t ,  Penggugat  mela lu i  Sura tnya  Nomor:  

04/GMS/PK/ I I I /2007  te r t angga l  12  Maret  2007  te l ah  

mengajukan  Penin jauan  Permohonan  Pengurangan  atau  

Pembata lan  Kete tapan  Pajak  yang  Tidak  Benar  atas  

Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan  Pajak  

Per tambahan  Ni la i  (SKPKBT  PPN)  Nomor  :  

00008/307 /00 /424 /05  tangga l  24  Nopember  2005,  masa 

Pajak  Januar i  s /d  Desember  tahun  2000 ;   

d . Bahwa  atas  Sura t  Permohonan  te rsebu t ,  Di rek tu r  

Hal  7 dar i  hal  59 Putusan  Nomor:43 /G /2008 /PTUN- BDG
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Jendera l  Pajak  kemudian  mengeluarkan  Sura t  Keputusan  

No.  S- 1480/PJ .071 /2007  tangga l  3  Mei  2007  yang  pada  

pokoknya  menolak  permohonan  Waj ib  Pajak  in  casu  

Penggugat  mengena i  Penin jauan  Permohonan  Pengurangan  

atau  Pembata lan  Kete tapan  Pajak  yang  Tidak  Benar  atas  

SKPKBT PPN Nomor :  00008/307 /00 /424 /05  tangga l  24

Nopember   2005  masa Pajak  Januar i  s/d  Desember  tahun  

2000  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

e . Bahwa  dika renakan  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  te lah  

mengeluarkan  Sura t  Keputusan  No.  S- 1480/PJ .071 /2007  

tangga l  3  Mei  2007  yang  is i nya  menolak  permohonan  

Penggugat  mengena i  Penin jauan  Permohonan  Pengurangan  

atau  Pembata lan  Kete tapan  Pajak  yang  Tidak  Benar  atas  

SKPKBT PPN Nomor  :  00008/307 /00 /424 /05  tangga l  24 

Nopember  2005  masa Pajak  Januar i  s /d  Desember  tahun  

2000,  maka  se lan ju t nya  Penggugat  mengajukan  Gugatan  

kepada  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  di  Pengad i l an  Pajak  

te rhadap  Sura t  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  No.  S-

1480/PJ .071 /2007  te r t angga l  3  Mei  2007  te rsebu t  

sebaga imana  dia tu r  da lam  pasa l  40  Undang- Undang  No.  

14  tahun  2002  ten tang  Pengadi l an  Pajak  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

f . Bahwa  pada  tangga l  20  September  2007,  Pengad i l an  

Pajak  te lah  mengeluarkan  Putusannya  No.  Put .  

12438/PP/M.VI I I /99 /2007  atas  Gugatan  dar i  PT.  

Galunggung  Mega  Sakt i  te rhadap  Sura t  Di rek tu r  

Jendera l  Pajak  No.  S- 1480/PJ .071 /2007  tangga l  3  Mei  

2007  mengenai  Pengembal i an  Permohonan  Pengurangan  

atau  Pembata  Ian  Kete tapan  Pajak  yang  Tidak  Benar  

atas  SKPKBT PPN Nomor  00008/307 /00 /424 /05  tangga l  24 

Nopember  2005  masa Pajak  Januar i  s /d  Desember  tahun  

2000,  d imana  dalam dik tum  putusannya  te rsebu t  Maje l i s  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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Hakim  Pengad i l an  Pajak  te lah  mengabulkan  permohonan  

Penggugat  dengan  MEMBATALKAN  Surat  Direktur  Jendera l  

Pajak  No.  S- 1480/PJ .071 /2007  tanggal  3  Mei  2007  

mengenai  Pengembal ian  Permohonan  Pengurangan  atau  

Pembatalan  Ketetapan  Pajak  yang  Tidak  Benar  atas  

SKPKBT PPN Nomor  :  00008/307 /00 /424 /05  tanggal  24 

Nopember 2005  ;   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

g . Bahwa  dengan  d iba ta l kannya  Sura t  Di rek tu r  Jendera l  

Pajak  No.  S1480/PJ .071 /2007  tangga l  3 Mei  2007,  maka 

secara  yur id i s  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  

Tambahan  Pajak  Per tambahan  Ni la i  Barang  dan  Jasa  

Nomor  :  00008/307 /00 /424 /05  te r t angga l  24  Nopember  

2005  masa Pajak  Januar i  s/d  Desember  2000 ,  atas  nama 

PT.  GALUNGGUNG MEGA SAKTI ,  NPWP :  01.241 .037 .9 -

424.000  yang  te lah  di t e rb i t k an  oleh  Kepala  Kanto r  

Pelayanan  Pajak  Bandung  Karees  menjad i  bata l  demi  

hukum (  niet ighe id  van  rechtswege) ,  t idak  mengikat  

dan  t idak  mempunyai  kekuatan  hukum  lag i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - -

h . Bahwa  terhadap  Putusan  Pengadi lan  Pajak  tersebut ,  

di mana  berdasarkan  ketentuan  Pasal  77  ayat  (1 )  dan 

ayat  (3 )  Undang- undang  No.14  tahun  2002  tentang  

Pengadi lan  Pajak  secara  tegas  di tentukan  bahwa 

Putusan  Pengadi lan  Pajak  merupakan putusan  akhir  dan 

mempunyai  kekuatan  hukum te tap  (  inkracht  gewi jsde  

van recht  ) ,  apalag i  ternyata  Direktur  Jendera l  Pajak  

t idak  pernah  rnengajukan  Penin jauan  Kembal i  ke  

Mahkamah Agung R. I . ,  oleh  karenanya  secara  yur id is  

Putusan  Pengadi lan  Pajak  tanggal  20  September  2007  

No.  Put .  12438/PP/M.VI I I /99 /2007  yang te lah  mempunyai  

kekuatan  hukum te tap  tersebut  sudah  sangat  mengikat  

sehingga  Direktur  Jenderal  Pajak  t idak  mempunyai  

kompetensi  lag i  untuk  mengeluarkan  ketetapan  baru  

atas  dir i  Wajib  Pajak  in  casu  Penggugat   ;  

Hal  9 dar i  hal  59 Putusan  Nomor:43 /G /2008 /PTUN- BDG
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

i . Bahwa  atas  Putusan  Pengad i l an  Pajak  yang  te lah  

membata lkan  Sura t  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  No.  S-

1480/PJ .071 /2007  tangga l  3  Mei  2007  mengena i  

Pengembal i an  Permohonan  Pengurangan  atau  Pembata lan  

Kete tapan  Pajak  yang  Tidak  Benar  atas  SKPKBT PPN 

Nomor  :  00008/307 /00 /424 /05   tangga l   24  Nopember  

2005,   ternyata  Tergugat  I  t idak  melaksanakan  Is i  

Putusan  Pengadi lan  Pajak  tersebut ,  namun Terguga t  I  

malah  kemudian  menerb i t kan  SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR 

JENDERAL PAJAK TERTANGGAL 28  FEBRUARI  2008  NOMOR :  

KEP-95/PJ.07 /2008  TENTANG PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN 

KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK   BENAR   ATAS   SKPKBT 

PPN,  ATAS NAMA WAJIB PAJAK :   PT.     GALUNGGUNG MEGA 

SAKTI ,  NPWP :  01.241 .037 .9 -

424.000  (Objek  Sengketa  a quo) ,  d imana  te rnya ta  Sura t  

Keputusan  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  te r t angga l  28 

Februar i  2008  Nomor  :  KEP95/PJ .07 /2008  te rsebu t  masih  

mengacu  kepada  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  

Tambahan  Pajak  Pertambahan  Ni la i  Barang  dan  Jasa  

(SKPKBT PPN)  Nomor  :  00008/307 /00 /424105  tanggal  24 

Nopember  2005  masa  Pajak  Januar i  s/d  Desember  2000  

yang  di t e r b i t k an  o leh  Kepala  Kanto r  Pelayanan  Pajak  

Bandung Karees  Terguga t  I I  )  yang secara  yur id is  te lah  

bata l  demi  hukum berdasarkan  Putusan  Pengadi lan  Pajak  

ter tanggal  20  September  2007  No.  Put .  

12438/PP/M.VI11 /99 /2007 ,  yang  te l ah  membata lkan  Sura t  

Di rek tu r  Jendera l  Pajak  No.  S- 1480/PJ .071 /2007  tangga l  

3  Mei  2007  mengenai  Pengembal ian  Permohonan  

Pengurangan  atau  Pembata lan  Kete tapan  Pajak  yang  Tidak  

Benar  atas  SKPKBT  PPN  Nomor  00008/307 /00 /424 /05  

tangga l  24  Nopember  2005  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
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Bahwa  dengan  demik ian  Penggugat  baru  mengetahui  keberadaan  

Objek  Sengketa  a  quo yai tu  pada  tanggal  28  Februar i  2008,  

oleh  karenanya  Gugatan  Penggugat  yang  dida f t a r kan  d i  

kepan i t e r aan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Bandung  pada  

tanggal  12  Mei  2008  masih  dalam tenggang  waktu  90  (sembi l an  

puluh)  har i  sebaga imana  disya ra t kan  keten tuan  pasa l  55  

UndangUndang  No.  5  tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  No.  9  tahun  

2004 ;   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

j .  Bahwa  se la i n  i t u  te rnya ta  sebe lum  d ike lua rkannya  

Objek  Sengketa  in  l i t i s   Wajib  Pajak  in  casu 

Penggugat  t idak  pernah dipanggi l  bai k oleh  Tergugat  I  

maupun  Tergugat  I I  untuk  di lakukan  

pemeriksaan/penel i t i an   dalam  rangka  pelaksanaan  

keten tuan  pasa l  36 ayat  (1 )   Keten tuan   Umum dan Tata  

Cara  Perpa jakan  (KUP)  sebaga i  dasar  di te rb i t k annya  

Sura t  Keputusan  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  (Ob jek  

Sengketa   a   quo) ,    fak ta    hukum    mana 

membukt i kan   bahwa Terguga t  I  dan  Tergugat  I I  te lah  

melanggar  prosedur  da lam rangka  pelaksanaan  keten tuan  

Pasal  36  ayat  (1 )  huruf  b UndangUndang No.  28  tahun 

2007  ten tang  Perubahan  Ket iga  atas  Undangundang 

Nomor   6  tahun   1983 ten tang  Keten tuan  Umum dan Tata  

Cara  Perpa jakan  (  KUP)  Jo.  Undang- Undang  Nomor  6 

tahun  1983  ten tang  Keten tuan  Umum dan  Tata  Cara  

Perpa jakan  (KUP)  yang  menyatakan  :  “  Direktur  

Jendera l  Pajak  dapat  menquranqkan  atau  membatalkan  

kete tapan       pajak   yang   t idak   benar .  " ,  

kemudian

berdasarkan  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  

Nomor  :  SE68/PJ /1993  tanggal  22  Desember  1993  

mengenai  petun juk  pe laksanaan  keten tuan  Pasal  26  dan  

36  KUP pada  Romawi  I I I  Pelaksanaan  Pasal  36  KUP.  

angka  2 pasa l  36 ayat  (1 )  huru f  b po in t  2.1 .  huru f  c  

ruang  l i ngkup  berbuny i  :  "  Mengatur  wewenang Direktur  

Jendera l  Pajak  untuk  menguranqkan  atau  membatalkan  

kete tapan  pajak  yang  t idak  benar  dalam  rangka  

Hal  11 dar i  hal  59 Putusan  Nomor:43 /G /2008 /PTUN- BDG
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pelaksanaan  pr ins ip  adaptas i  dan  keadi lan  dalam 

pemungutan pajak  dalam hal  in i  :  Tidak  Ada Laqi  Upava  

Hukum Yanq  Dapat  Ditempuh  Oleh  Wajib  Pajak ."  ;  

- - - - - - -

Oleh  karenanya  berdasarkan  alasan  hukum te rsebu t  d ia tas  untuk  

menjamin pr ins ip  Adaptasi  dan Keadi lan  bagi  Wajib  Pajak ,  maka 

Direktur  Jendera l  Pajak  (Tergugat  I )  HANYA BOLEH MENGURANGKAN 

ATAU MEMBATALKAN kete tapan  pajak  yang t idak  benar ,  da lam ar t i  

TIDAK BOLEH MEMPERTAHANKAN ketetapan  pajak  yang t idak  benar  

in  casu  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan  Pajak  

Pertambahan  Ni la i  Barang  dan  Jasa  (SKPKBT PPN)  Nomor  :  

00008/307 /00 /424 /05  tanggal  24  Nopember  2005  yang  secara  

yur i d i s  te lah  bata l  demi  hukum,  t i dak  mengika t  dan  t i dak  

mempunyai  kekuatan  hukum lag i  berdasarkan  Putusan  Pengad i l an  

Pajak  te r t angga l  20  September  2007  No.  Put .  

12438/PP/M.VI11 /99 /2007  ;   - - - - - - - - - - - - - - - - - -

k.  Bahwa dengan  demik ian  t i ndakan  Tergugat  I  yang te lah  

menerbi tkan  SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 

TERTANGGAL 28  FEBRUARI 2008  NOMOR :  KEP95/PJ .07 /2008  

TENTANG PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK 

YANG TIDAK BENAR ATAS SKPKBT PPN,  ATAS NAMA WAJIB 

PAJAK  :  PT.  GALUNGGUNG MEGA  SAKTI ,  NPWP  :  

01.241 .037 .9 - 424.000 ;  yang  masih  mengacu  dan  te tap  

mempertahankan  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  

Tambahan  Pajak  Pertambahan  Ni la i  Barang  dan  Jasa  

(SKPKBT PPN)  Nomor :  00008/307100 /424 /05  tanggal  24 

Nopember  2005  masa  Pajak  Januar i  sk i  Desember  2000  

yang  di te rb i t k an  o leh  Kepala  Kanto r  Pelayanan  Pajak  

Bandung  Karees  (  Tergugat  I I  ) ,  dengan  t idak  

menghormat i  hukum  /  melaksanakan  Is i  Putusan  

Pengadi lan   Pajak   yang   te lah  membatalkan  Surat  

Direktur  Jendera l    Pajak    No.  S- 1480/PJ .071 /2007  

tanggal     3     Mei  2007

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengena i  Pengembal i an  Permohonan  Pengurangan  atau  

Pembata lan  Kete tapan  Pajak  yang  Tidak  Benar  atas  

SKPKBT PPN Nornor  :  00008/307 /00 /424 /05  tangga l  24 

Nopember  2005 merupakan  TINDAKAN YANG SEWENANG-WENANG 

dan  karenanya  adalah  bertentangan  dengan  peraturan  

per- UNDANGUNDANGAN-an  yang  ber laku ,  karena  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Berdasarkan  keten tuan  Pasa l  33  ayat  (1 )  Jo.  Pasa l  80  

ayat  (2 )  Undangundang  No.14  tahun  2002  ten tang  

Pengad i l an  Pajak ,  secara  tegas  di ten tukan  bahwa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pengadi lan  Pajak  merupakan pengadi lan  t ingkat  pertama dan 

terakh i r  dalam memeriksa  dan memutus sengketa  pajak .  dan 

terhadap  putusan  Pengadi lan   Pajak  t idak  dapat  lag i  

dia jukan  gugatan,  banding  atau  kasasi  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Berdasarkan  keten tuan  Pasa l  77  ayat  (1 )  dan  ayat  (3 )  

Undang- undang  No.14  tahun  2002 ten tang  Pengad i l an  Pajak ,  

secara  tegas  d i t en tukan  bahwa

 

ayat  (1 )  Putusan Pengadi lan  Pajak  merupakan putusan akhir  

dan mempunyai  kekuatan  hukum  te tap ,  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ayat  (3 )  Pihak- pihak  yang bersengketa  dapat  mengajukan  

penin jauan  kembal i  atas  putusan  Pengad i l an  Pajak  

kepada  Mahkamah Agung ;   

 Berdasarkan  keten tuan  Pasa l  89  ayat  (1 )  dan  (2 )  Undang-

undang  No.14  tahun  2002 ten tang  Pengadi l an  Pajak ,  secara  

tegas  d i t en tukan  bahwa :  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  13 dar i  hal  59 Putusan  Nomor:43 /G /2008 /PTUN- BDG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat  (1 )  Permohonan penin jauan  kembal i  sebagaimana di maksud 

dalam  pasal  77  ayat  (3 )  hanya  dapat  dia jukan  1 

(satu )  kal i  kepada Mahkamah Agung mela lu i  Pengad i l an  

Pajak ,   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ayat  (2 )  Permohonan Penin jauan  Kembal i  t idak  menangguhkan 

atau  menghent ikan  pelaksanaan  putusan  Pengadi lan  

Pajak  

 Berdasarkan  keten tuan  Pasa l  80 Undang- undang  No.14  tahun  

2002  ten tang  Pengad i l an  Pajak ,  secara  tegas  di ten tukan  

bahwa :  ayat  (1 )  Putusan Pengadi lan  Pajak  dapat  berupa  :

……………  f .  membatalkan  ;  ar t inya  membatalkan  Surat  

Ketetapan  Pajak  balk  secara  formal  maupun  mater ia l  

sehingga  t idak  per lu  diproses  ulang  atau  leb ih  lan ju t  

sebagaimana  dinyatakan  dalam  Putusan  Pengadi lan  Pajak  

tanggal  20  September  2007  No.  Put .  

12438/PP/M.VI11 /99 /2007 ,  oleh  karenanya  secara  yur id is  

Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan  Pajak  

Pertambahan  Ni la i  Barang  dan  Jasa  Nornor  :  

00008/307 /00 /424 /05  tanggal  24 Nopember 2005,  atas  narna  

PT.  GALUNGGUNG MEGA SAKTI ,  NPWP :  01.241 .037 .9 - 424.000  

masa Pajak  Januar i  s/d  Desember  2000  menjadi  bata l  demi  

hukum (  niet ighe id  van rechtswege )  ;  - - - - - - - - - - -  

 Berdasarkan  keten tuan  Pasa l  86 Undang- undang  No.14  tahun  

2002  ten tang  Pengad i l an  Pajak ,  secara  tegas  di ten tukan  

bahwa  :  Putusan  Pengadi lan  Pajak  langsung  dapat  

di laksanakan  dengan  t idak  memerlukan  lag i  keputusan  

pejabat  yang  berwenang kecua l i  pera tu ran  perundang -

undangan  mengatu r  la i n  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
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 Berdasarkan  keten tuan  Pasa l  88  ayat  (2 )  Undang- undang  

No.14  tahun  2002  ten tang  Pengad i l an  Pajak ,  secara  tegas  

di ten tukan  bahwa  :  Putusan  Pengadi lan  Pajak  harus  

di laksanakan  oleh  Pejabat  yang  berwenang  dalam jangka  

waktu  30  ( t iga  puluh)  har i  te rh i t ung  se jak  tangga l  

d i te r ima  putusan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Berdasarkan  keten tuan  Pasa l  91 Undang- undang  No.14  tahun  

2002  ten tang  Pengad i l an  Pajak .  secara  tegas  di ten tukan  

bahwa :   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Permohonan  penin jauan  kembal i  hanya  dapat  dia jukan  

berdasarkan  alasan- alasan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -   

a.  Apabi l a  putusan  Pengad i l an  Pajak  didasarkan  pada  

suatu  kebohongan  atau  t i pu  musl iha t  p ihak  lawan  yang  

dike tahu i  sete lah  perkaranya  dipu tus  atau  didasarkan  

pada  bukt i - bukt i  yang  kemudian  oleh  hak im  pidana  

dinya takan  pa lsu ,  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

b . Apabi l a  te rdapa t  bukt i  te r t u l i s  baru  yang  pent i ng  dan  

bers i f a t  menentukan ,  yang  apab i l a  dike tahu i  pada  

tahap  pers idangan  d i  Pengad i l an  pajak  akan  

menghas i l kan  putusan  yang  berbeda ;  - - - - - - - - - - - - - -

c . Apabi l a  te l ah  dikabu l kan  suatu  hal  yang  t i dak  

di tun tu t  atau  leb ih  dar ipada  yang  d i t un tu t ,  kecua l i  

yang  dipu tus  berdasarkan  Pasa l  80  ayat  (1 )  huru f  b 

dan  c  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  15 dar i  hal  59 Putusan  Nomor:43 /G /2008 /PTUN- BDG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d . Apabi l a  mengenai  suatu  bag ian  dar i  tun tu tan  be lum 

dipu tus  tanpa  d ipe r t imbangkan  sebab- sebabnya,  atau  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e . Apabi l a  te rdapa t  suatu  putusan  yang  nyata - nyata  t i dak  

sesua i  dengan  keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber laku .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 Berdasarkan  keten tuan  Pasa l  92 Undang- undang  No.14  tahun  

2002  ten tang  Pengad i l an  Pajak ,  secara  tegas  di ten tukan  

bahwa :   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ayat  (1 )  Pengajuan  permohonan  penin jauan  kembal i  berdasarkan  

alasan  sebaga imana  dimaksud  dalam  pasa l  91  huru f  a 

di l akukan  da lam  jangka  waktu  pal i ng  lambat  3  ( t i ga )  

bu lan  te rh i t ung  se jak  dike tahu inya  kebohongan  atau  t i pu  

musl iha t  atau  se jak  putusan  hak im  Pengadi l an  Pidana  

mempero leh  kekuatan  hukum  te tap  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ayat  (2 )  Pengajuan  permohonan  penin jauan  kembal i  berdasarkan  

alasan  sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  91  huru f  b 

di l akukan  da lam  jangka  waktu  pal i ng  lambat  3  ( t i ga )  

bu lan  te rh i t ung  se jak  di temukan  sura t - sura t  bukt i  yang  

har i  dan  tangga l  d i t emukannya  haws dinya takan  d i  bawah 

sumpah  dan  disahkan  o leh  pejaba t  yang  berwenang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ayat  (3 )  Pengajuan  permohonan  penin jauan  kembal i  berdasarkan  

alasan  sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  91  huru f  c ,  

huru f  d,  dan  huru f  e  di l akukan  dalam  jangka  waktu  

pal i ng  lambat  3  ( t i ga )  bu lan  se jak  putusan  dik i r im .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

l .  Bahwa   dengan  demik ian   t indakan   Tergugat   I   yang 

te lah  menerbi tkan         SURAT        KEPUTUSAN 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
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DIREKTUR    JENDERAL

PAJAK  TERTANGGAL 28  FEBRUARI  2008  NOMOR :  KEP-

95/PJ .07 /2008  TENTANG  PENGURANGAN  ATAU  PEMBATALAN 

KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR ATAS SKPKBT PPN,  ATAS 

NAMA WAJIB  PAJAK :  PT.  GALUNGGUNG MEGA SAKTI ,  NPWP :  

01.241 .037 .9 - 424.000 ,  d imana  te tap  mengacu  dan  

memper tahankan  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  

Tambahan  Pajak  Per tambahan  Ni la i  Barang  dan  Jasa  

(SKPKBT  PPN)  Nomor  :  00008/307 /00 /424 /05  tangga l  24 

Nopember  2005 masa Pajak  Januar i  s/d  Desember  2000 yang  

di te rb i t k an  oleh  Kepala  Kanto r   Pelayanan  Pajak  Bandung  

Karees  (  Tergugat  I I ) ,  secara  nyata  te lah  melanggar  

Azas- Azas  Umum Pemerintahan  Yang  Baik  (  Algemene 

Beginselen  van  Behourl i j k  Bestuur)  ya i t u  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Azas  Kepast ian  Hukum;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

 Azas  Tert ib  Penyelenggaraan  

Negara,  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

 Azas  Kepent ingan  

Umum ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

 Azas  Keterbukaan;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Azas  

Propors iona l i t as ,  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Azas  

Profes iona l i t as ,  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Azas  
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Akuntabi l i t a s ,  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

sebaga imana  dimaksud  dalam Pasal  53 ayat  (2 )  huru f  b Undang-

undang  No.  9  phun  2004  ten tang  Perubahan  atas  Undang- undang  

No  5  tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jo.  

Penje lasan  Atas  Undang- undang  No.  9  tahun  2004;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

m. Sehingga  secara  yur i d i s  penerb i t an  SURAT KEPUTUSAN 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK TERTANGGAL 28  FEBRUARI  2008 

NOMOR :  KEP-95/PJ .07 /2008  TENTANG PENGURANGAN ATAU 

PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK  BENAR ATAS 

SKPKBT PPN,  ATAS NAMA WAJIB  PAJAK :  PT.  GALUNGGUNG 

MEGA SAKTI ,  NPWP :  01.241 .037 .9 - 424.000  DAN SURAT 

KETETAPAN  PAJAK  KURANG  BAYAR  TAMBAHAN  PAJAK 

PERTAMBAHAN NILAI  BARANG DAN JASA  TERTANGGAL 24 

NOPEMBER 2005 NOMOR :  00008/307 /00 /424 /05 ,  ATAS NAMA 

WAJIB  PAJAK :  PT.  GALUNGGUNG MEGA SAKTI .  NPWP :  

01.241 .037 .9 - 424.000    te lah      memenuhi    unsur  -  

unsur  Pasal  53

ayat  (2 )  huruf  a dan b Undang- undang No.  9 tahun 2004  

tentang  Perubahan atas  Undang- undang No 5 tahun  1986  

tentang  Peradi lan  Tata  Usaha Negara  Jo.  Undang- undang 

No.  5 tahun 1986 ;   - - - - - - - - - - - -

n . Bahwa  dengan  demik ian  SURAT  KEPUTUSAN  DIREKTUR 

JENDERAL PAJAK TERTANGGAL 28  FEBRUARI  2008  NOMOR :  

KEP-95/PJ .07 /2008  TENTANG PENGURANGAN ATAU  PEMBA 

TALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR ATAS SKPKBT 

PPN,  ATAS NAMA WAJIB  PAJAK :  PT.  GALUNGGUNG MEGA 

SAKTI ,  NPWP  :  01.241 .037 .9 - 424.000  DAN  SURAT 

KETETAPAN  PAJAK  KURANG  BAYAR  TAMBAHAN  PAJAK 

PERTAMBAHAN NILAI  BARANG DAN JASA  TERTANGGAL 24 

NOPEMBER 2005  NOMOR :  000081307100/424105,  ATAS NAMA 

WAJIB  PAJAK :  PT.  GALUNGGUNG MEGA SAKTI ,  NPWP :  

01.241 .037 .9 - 424.000  secara  yur i d i s  HARUSLAH 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
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DINYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH ; - - - - - - - - - -

o . Bahwa  untuk  mencegah  agar  permasa lahannya  t i dak  

menjad i  semakin  rumi t  dan  semakin  merug ikan  

kepent i ngan  Penggugat ,  maka  Penggugat  rnohon  kepada  

Bapak  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bandung  Cq.  

Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa  perkara  in i  berkenan  

untuk  mengeluarkan  Penetapan  Penundaan  Pelaksanaan  

Leb ih  Lan ju t  SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 

TERTANGGAL 28 FEBRUARI 2008 NOMOR :  KEP-95/PJ .07 /2008  

TENTANG PENGURANGAN ATAU PEMBATA LAN KETETAPAN PAJAK 

YANG TIDAK BENAR ATAS SKPKBT PPN,  ATAS NAMA WAJIB 

PAJAK  :  PT.  GALUNGGUNG MEGA  SAKTI .  NPWP  :  

01.241 .037 .9 - 424.000  DAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG 

BAYAR TAMBAHAN PAJAK  PERTAMBAHAN NILAI  BARANG DAN 

JASA  TERTANGGAL  24  NOPEMBER  2005  NOMOR  :  

00008/307 /00 /424 /05 .  ATAS  NAMA WAJIB  PAJAK  :  PT.  

GALUNGGUNG MEGA SAKTI ,  NPWP :  01.241 .037 .9 - 424.000 ,  

h ingga  putusan  dalam  perkara  in i  mempunya i  kekuatan  

hukum  yang  te tap .  :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Beradasar kan  alasan  dan fak ta  te rsebu t  d ia tas ,  maka Penggugat  

mohon  kehadapan  Bapak  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Bandung  Cq.  Maje l i s  Hakim  yang  memer i ksa  dan  Mengadi l i  

Perkara  in i  berkenan  member ikan  Putusan  sebaga i  sebaga i  

ber i kut  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

 DALAM PENUNDAAN :
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MENUNDA  PELAKSANAAN  LEBIH  LANJUT  SURAT  KEPUTUSAN 

DIREKTUR JENDERAL  PAJAK  TERTANGGAL 28  FEBRUARI  2008  

NOMOR :  KEP-95/PJ .07 /2008  TENTANG PENGURANGAN ATAU 

PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR ATAS SKPKBT 

PPN,  ATAS NAMA WAJIB PAJAK :  PT.  GALUNGGUNG MEGA SAKTI ,  

NPWP :  01.241 .037 .9 - 424.000  DAN SURAT KETETAPAN PAJAK 

KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  BARANG DAN 

JASA  TERTANGGAL  24  NOPEMBER  2005  NOMOR  :  

00008/307 /00 /424 /05 ,  ATAS  NAMA  WAJIB  PAJAK  :  PT.  

GALUNGGUNG MEGA  SAKTI ,  NPWP :  01.241 .037 .9 - 424.000 ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

 DALAM POKOK PERKARA :

1. MENGABULKAN  GUGATAN  PENGGUGAT 

UNTUK SELURUHNYA ; - - - - -

2 . MENYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH SURAT KEPUTUSAN 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK TERTANGGAL 28  FEBRUARI 

2008  NOMOR  :  KEP-95/PJ .07 /2008  TENTANG 

PENGURANGAN ATAU  PEMBATALAN  KETETAPAN PAJAK 

YANG TIDAK  BENAR ATAS SKPKBT PPN,  ATAS NAMA 

WAJIB PAJAK :  PT.  GALUNGGUNG MEGA SAKTI ,  NPWP :  

01.241 .037 .9 - 424.000  DAN SURAT KETETAPAN PAJAK 

KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  

BARANG DAN JASA  TERTANGGAL 24  NOPEMBER 2005 

NOMOR :  00008/307 /00 /424 /05 ,  ATAS NAMA WAJIB 

PAJAK  :  PT.  GALUNGGUNG MEGA SAKTI ,  NPWP :  

01.241 .037 .9 - 424.000  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. MEWAJIBKAN   TERGUGAT I  UNTUK MENCABUT SURAT 

KEPUTUSAN  TATA  USAHA  NEGARA  BERUPA  SURAT 

KEPUTUSAN  DIREKTUR    JENDERAL    PAJAK 

TERTANGGAL  28 FEBRUARI 2008
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NOMOR :  KEP-95/PJ .07 /2008  TENTANG PENGURANGAN ATAU 

PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK  YANG TIDAK  BENAR ATAS 

SKPKBT PPN.  ATAS NAMA VVAJIB  PAJAK :  PT.  GALUNGGUNG 

MEGA SAKTI ,  NPWP :  01.241 .037 .9 - 424.000  DAN TERGUGAT 

I I  UNTUK MENCABUT SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR 

TAMBAHAN PAJAK  PERTAMBAHAN NILAI  BARANG DAN JASA 

TERTANGGAL  24  NOPEMBER  2005  NOMOR  :  

00008/307 /00 /424 /05 ,  ATAS  NAMA WAJIB  PAJAK  :  PT.  

GALUNGGUNG MEGA SAKTI ,  NPWP :  01.241 .037 .9 - 424.000  ,  

SEJAK PUTUSAN DALAM PERKARA INI  MEMPUNYAI  KEKUATAN 

HUKUM YANG TETAP ;  

4.  MENGHUKUM TERGUGAT  I  DAN  TERGUGAT  I I  UNTUK 

MEMBAYAR ONGKOS PERKARA YANG TIMBUL  DALAM PERKARA 

IN I . - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik ian   Gugatan   in i  dia jukan,  atas  perkenannya  kami  

sampaikan ter im akasih .  

Bahwa atas  gugatan  Penggugat  te rsebu t ,  Tergugat  I  te l ah  

mengajukan  dal i l  sangka lannya  dipe rs i dangan  tangga l  16  Ju l i  

2008 dengan  Ekseps i  dan Jawaban Tergugat  I  te r t angga l  16 Ju l i  

2008,  yang is i n ya  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - -

A.  DALAM EKSEPSI  :

A.  1. Tentanq Kompetensi  Absolut

1. Bahwa  Tergugat  I  menolak  dengan  tegas  se lu ruh  dal i l -

da l i l  Penggugat  kecua l i  te rhadap  hal - ha l  yang  diaku i  

secara  tegas  oleh  Tergugat  I . ; - - - - - - - -

2. Bahwa  Tergugat  I  mengajukan  permohonan  ekseps i  

kompetens i  Absolu t  te rhadap  gugatan  Penggugat  dengan  

alasan- a lasan  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - -

a. Bahwa Sengketa  anta ra  Penggugat  dan  Tergugat  I  dapat  

d i j e l a skan   sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Bahwa yang  menjad i  obyek  sengke ta  dalam  perkara  a  
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quo  dalam  gugatan  Penggugat  yang  d i t u j u kan  kepada  

Tergugat  I  ada lah  ten tang  penerb i t an  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( i )  Sura t  Keputusan  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  

Notnor  :  KEP.95/  PJ.07 /2008  tangga l  28  Februar i  

2008  ten tang  Pengurangan  atau  Pembata lan  

Kete tapan  Pajak  Yang Tidak  Benar  atas  SKPKBT PPN 

;   dan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( i i )  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan  

(SKPKBT)  PPN Nomor  :  00008/307 /00 /424  tangga l  24  

November  2005 Masa Pajak  Januar i  s /d  Desember  2000 ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

 Bahwa dengan  demik ian  dapat  d ike tahu i  

bahwa  obyek  gugatan  pada  pr ins i pnya  

ada lah  ten tang  penerb i t an  kete tapan  

pajak  yang  prosedur  penerb i t annya  

sebaga imana  dia tu r  da lam  keten tuan  

Pasa l  15  dan  Pasal  36  ayat  (1 )  huru f  

b  Undang- undang  Nomor  6  Tahun  1983  

ten tang  Keten tuan  Umum dan  Tata  Cara  

Perpa jakan  sebaga imana  te lah  diubah  

dengan  undang- undang  Nomor  16  Tahun  

2000 ;  - - - - - - - - - -

Bahwa berdasarkan  pen je lasan  di  atas ,  sengketa  yang  

dia jukan  oleh  Penggugat  ada lah  te rmasuk  dalam 

sengketa  perpa jakan ,  yang  merupakan  wewenang  dar i  

Pengad i l an  Pajak  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b.  Bahwa  Gugatan  Penggugat  te rsebu t  merupakan  

sengketa  perpa jakan ,  yang  menjad i  kewenangan  abso lu t  
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dar i  Pengad i l an  Pajak  dan bukan  merupakan  kewenangan  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  sebaga imana  yang  d ia tu r  

secara  tegas  pada  keten tuan  perundang- undangan  

sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

b.1  Undang- undang  Nomor  14  Tahun  2002  ten tang  

Pengad i l an  Pajak ,  yang  menyebutkan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Pasal  1 anqka 5:

Sengketa  Pajak  ada lah  sengketa  yang  t imbu l  da la rn  

bidang  perpa jakan  anta ra  Waj ib  Pajak  atau  

Penanggung  Pajak  dengan  pejaba t  yang  berwenang  

sebaga i  ak iba t  d ike lua r kannya  keputusan  yang  

dapat  d ia j ukan  band ing  atau  gugatan  kepada  

Pengad i l an  Pajak  berdasarkan  pera tu ran  perundang-

undangan  perpa jakan ,  te rmasuk  gugatan  atas  

pelaksanaan  penag ihan  berdasarkan  Undang- undang  

Penagihan  Pajak  dengan  Sura t  Paksa.  ;  

- - - - - - - - - - - -

b.2 .  Undang- undang  Nomor  6  Tahun  1983  ten tang  

Keten tuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpa jakan  

sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  Undang- undang  

Nomor 16 Tahun 2000,  yang  menyebutkan  : - - - - - - - - -  

Pasal  23 ayat  (2 )  huruf  b dan huruf  d :

Gugatan  Waj ib  Pajak  atau  Penanggung  Pajak  

te rhadap  : - - - - - - - - - - - - - - - - -

b.  Keputusan  yang  berka i t an  dengan  pe laksanaan  

keputusan  perpa jakan  se la i n  yang  d i t e t apkan  

dalam  Pasa l  25  ayat  (1 )  dan  Pasa l  

26  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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d.  Keputusan  sebaga imana  dimaksud  da lam  Pasal  

36  yang  berka i t an  dengan  Sura t  Tagihan  Pajak  ;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

hanya  dapat  dia jukan  kepada  badan  peradi lan  pajak  

; - - - - - - - - - - - - - - - -

c.  Bahwa  Pengad i l an  Pajak  adalah  badan  perad i l an  yang  

berwenang  untuk  memer iksa  dan  memutus  sengke ta  pajak ,  

sebaga i mana  dia tu r  da lam  keten tuan  pera tu ran  perundang-

undangan  sebaga i  ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c.1  Undang- undang  Nomor  4  Tahun  2004  ten tang  Kekuasaan  

Kehak iman,  yang  menyebutkan  :

Pasal  15 ayat  (1 )  :

Pengad i l an  khusus  hanya  dapat  d iben tuk  dalam  sa lah  

satu  l i ngkungan  perad i l an  sebaga imana  d imaksud  dalam  

Pasal  10  yang  dia tu r  dengan  undang- undang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Penje lasan  Pasal  15 ayat  (1 )  :

Yang   d imaksud    dengan  “  Pengad i l an  Khusus  "  

da lam keten tuan  in i ,   anta ra  la i n  ada lah  pengad i l an  

anak,  pengad i l an  n iaga ,    pengad i l an    hak   asas i  

manusia ,   pengad i l an   t i ndak  p idana  korups i ,  

pengad i l an  hubungan  indus t r i a l  yang  berada  d i  

l i ngkungan  perad i l an  umum,  dan  pengadi lan  pajak  di  

l ingkungan  peradi lan  Tata  Usaha  

Negara .  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c.2 Undang- undang  Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  

Atas  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  yang  menyebutkan  :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - -

Pasal  9 A :

Di  l i ngkungan  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  dapat  

d iadakan  pengkhususan yang  dia tu r  dangan undang-

undang ;

Penje lasan  Pasal  9 A  :

Yang dimaksud dengan   “   pengkhususan       “  

adalah  deferensias i  atau  spesia l i sas i  di  l ingkungan  

Tata  Usaha  Negara,  misalnya  Pengadi lan  Pajak  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

c.3 Undang- undang  Nomor  14 Tahun 2002 ten tang  Pengad i l an  

Pajak .  yang  

menyebutkan  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  2 :

Pengad i l an  Pajak  adalah  badan/perad i l a n  yang  

melaksanakan  kekuasaan  kehak iman  bagi  Waj ib  Pajak  

atau  Penanggung  Pajak  yang  mencar i  kead i l an  te rhadap  

Sengketa  Pajak  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  31 ayat  (1 )  dan (3 )  :

(1 )  Pengad i l an  Pajak  mempunyai  tugas  dan  wewenang  

memer iksa  dan memutus  Sengkeya  Pajak  ;

( 3)   Pengad i l an  Pajak  da lam hal  Per lawanan  memer iksa  

dan memutus  sengketa  atas  pelaksanaan  Penagihan  

Pajak  atau  Keputusan  la i nnya  sebaga imana  dimaksud  

dalam  pasa l  23  ayat  (2 )  Undang- undang  Nomor  6  

Tahun  1983  ten tang  Keten tuan  Umum dan  Tata  Cara  

Perpa jakan  sebaga imana  te lah  beberapa  ka l i  d iubah  

te rakh i r  dengan  Undang- undang  Nomor  16 Tahun 2000  

dan  pera tu ran  perundang- undangan  perpa jakan  yang  

ber laku  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Pasal  33   ayat    (1 )   :

Pengad i l an  Pajak  merupakan  Pengad i l an  t i ngka t  

Per tama  dan  te rakh i r  da lam  memer iksa  dan  memutus  

Sengketa  Pajak  ; - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  77 ayat  (1 )  :

(1 )  Putusan  Pengadi l an  Pajak  merupakan  putusan  

akh i r  dan mempunyai  kekuatan  hukum te tap  ;

3.  Berdasarkan  keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  

te rsebu t  d ia tas ,  te l ah  nyata   dan  je l as   bahwa  gugatan  

Penggugat   yang   d i t u j u kan  kepada

Tergugat  I  d i  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  adalah  ke l i r u  

karena  Gugatan  te rhadap  penerb i t an  Sura t  Keputusan  

Di rek tu r  Jendera l  Pajak  (Terguga t  0  Nomor  :  KEP-

95/PJ .07 /2008  tangga l  28  Februar i  2008  ten tang  

Pengurangan  atau  Pembata lan  Kete tapan  Pajak  Yang  Tidak  

Benar  Atas  SKPKBT PPN dan  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  

Bayar  Tambahan  (SKPKBT)  PPN Nornor  :  00008/307 /00 /424  

tangga l  24  November  2005  Masa  Pajak  Januar i  s.d .  

Desetnber  2000  te rsebu t  hanya  dapat  d ia j ukan  ke  

Pengad i l an  Pajak  bukan  ke  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa  dengan  demik ian  je l as l ah  berdasarkan  kepas t i an  

hukum yang  didasar i  o leh  Pasa l  15 ayat  (1 )  Undang- undang  

Nomor  4 Tahun 2004 ten tang  kekuasaan  Kehak iman  jo .  Pasa l  

9A Undang- undang  Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  

Atas  Undang- undang  Nomor  5 Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  jo .  Pasa l  31  ayat  (1 )  Undang- undang  

Nomor  14  Tahun  2002  ten tang  Pengad i l an  Pajak ,  Penggugat  

te lah  sa lah  dan ke l i r u  rnenga jukan  gugatan  ke  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Bandung,  karena  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Bandung  t i dak  berwenang  memer iksa ,  mengadi l i  dan  
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memutus  perkara  a quo  karena  berdasarkan  pera tu ran  yang  

ber laku  kewenangan  untuk  memer iksa  dan mengadi l i  perka ra  

a  quo  berada  pada  Pengadi lan  

Pajak . ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa  berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d ia tas ,  maka  sangat  

bera lasan  apab i l a  Tergugat  I  memohon  kepada  Maje l i s  

Hakim  agar  mener ima  ekseps i  ten tang  kompetens i  abso lu t  

dengan  mememutus  te r l eb i h  dahu lu  da lam  Putusan  Sela  

dengan  menyatakan  bahwa  Pengadi lan  Tata  Usaha  Negara  

Bandung t idak  berwenang memeriksa  dan mengadi l i  perkara  

a quo atau  set idaknya  menyatakan bahwa gugatan  Penggugat  

t idak  dapat  di te r ima  (n ie t  ontvankel i j k ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

A.2. Tentan  g   Gugatan Pre  m  atur  

1.  Bahwa  da l i l - da l i l .  fak ta - fak ta  ser ta  dasar  hukum 

( fundamentu rn  petend i )  yang  te l ah  dikemukakan  Tergugat  I  

d i  atas  untuk  se lu ruhnya ,  ada lah  merupakan  bagian  yang  

t i dak  te rp i sahkan  dan  sebaga i  satu  kesatuan  dengan  

dal i l  -  da l i l   yang   akan  dikemukakan  Tergugat  I  pada  

ura ian  ber i ku t

in i  dan se lan ju t nya  Terguga t  I  rneno lak  dengan  keras  dan  

tegas  se lu ruh  dal i l - da l i l  yang  d ike rnukakan  oleh  

Penggugat  kecua l i  ha l - ha l  yang  diaku i  kebenarannya  

secara  tegas  oleh  Tergugat  I  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  Bahwa j i k a  seanda inya- pun  (quad  non)  Maje l i s  Hakim 

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Bandung yang  rnemer i ksa  dan  

mengadi l i  sengketa  gugatan  te rsebu t  menyatakan  bahwa 

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bandung  berwenang  atau  

memi l i k i  kompetens i  untuk  memer iksa  dan  mengadi l i  

sengketa  gugatan  te rsebu t  d ia tas ,  maka  Gugatan  yang  

Hal  27 dar i  hal  59 Putusan  Nomor:43 /G /2008 /PTUN- BDG
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dia jukan  Penggugat  te rhadap  Surat  Keputusan  Di rek tu r  

Jendera l  Pajak  (Terguga t  I )  Nomor  :  KEP-95/PJ .07 /2008  

tangga l  28  Februa t i  2008  ten tang  Pengurangan  atau  

Pembata lan  Kete tapan  Pajak  Yang Tidak  Benar  Atas  SKPKBT 

PPN dan  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan  

(SKPKBT)  PPN  Nomor  :  00008/307 /00 /424  tangga l  24  

November  2005  Masa  Pajak  Januar i  s .d .  Desember  2000  

te rsebu t  mela lu i  Sura t  Gugatan  Nomor  :  01/B-

1/VBR&Par t /BDGN/2008  tangga l  12  Mei  ada lah  te lah  nyata -

nyata  sa lah  dan  ke l i r u  ser ta  t i dak  memenuhi  keten tuan  

fo rmi l  penga juan  gugatan  ke  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  

karena  gugatan  tersebut  adalah  gugatan  yang  prematur ,  

dengan  penje lasan  ber i ku t  in i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.1  Bahwa berdasarkan  keten tuan  Pasal  48 Undang- undang  

Nomor  9 Tahun 2004 ten tang  Perubahan  Atas  Undang- undang  

Nomor  5 Tahun 1986 Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara ,  

menyebutkan  sebaga i  ber i ku t  :  

Ayat  (1 )  "  Deta in  ha l  s t ra t a  Baden  atau  Pejaba t  Tata  

Usaha  Negara  dibe r i  wewenang  oleh  atau  

berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  untuk  

menyelesa i kan  secara  admin is t r a t i f  sengketa  

Tata  Usaha Negara  te t t en t u ,  maka sengke ta  Tata  

Usaha  Negara  te rsebu t  haru s  d ise lesa i kan  

mela lu i  upaya  admin is t r a t i f  yang  te rsed ia .  " ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Ayat  (2 )  :  "     Pengad i l an    bar u      berwenang  

memer iksa ,    memutus,  dan  menyelesa i kan  

sengketa  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  

dimaksud     da lam   ayat   (1 )   j i k a  se lu ruh  

upaya     admin is t r a t i f      yang  

bersangku tan   te l ah   d igunakan
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2.2  Bahwa  Penggugat  mela lu i  sura t  Nomor  :  

05/GMS/I I I / 2 008  tangga l  24  Maret  2008  te l ah  mengajukan  

permohonan  Penin jauan  Kembal i  atas  Sura t  Keputusan  

Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nornor  :  KEP95/PJ .07 /2008  

tangga l  28  February  2008  (obyek  gugatan)  kepada  

Tergugat  I .  Dan se lan ju tn ya  Penggugat  juga  mengajukan  

gugatan  te rhadap  obyek  gugatan  ke  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Bandung  mela lu i  Sura t  Gugatan  Nornor  :  01/B-

1/V BR&Par t / BDG/  V/2008  tangga l  12  Mei  2008  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.3  Bahwa dengan  demik ian  dapat  d ike tahu i  bahwa  pada  

saat  Penggugat  mengajukan  Gugatan  te rhadap  obyek  

gugatan  mela lu i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bandung,  

proses  penye lesa ian  te rhadap  permohonan  Penggugat  

kepada  Tergugat  I  mela lu i  sura tnya  Nomor  :  

05/GMS/I I I / 2 008  tangga l  24  Maret  2008  te rsebu t  masih  

ber ja l an  dan belu m se lesa i  ;  - - - - - - - - - -

2.4  Bahwa  dengan  dern i k i an  dapat  d ike tahu i  dengan  

je l as  dan  nyata - nyata  bahwa  masih  ber langsung  proses  

penye lesa ian  secara  admin is t r a t i f  atas  obyek  sengketa  

gugatan  di  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  

menerb i t kan  kete tapan  pajak  yang  menjad i  sengke ta  

te rsebu t ,  da lam hal  in i  adalah  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  

(  Tergugat  I )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.5  Bahwa  dengan  demikian,  dapat  dis impulkan  

berdasarkan  fakta  dan bukt i  yang je las  dan nyata  bahwa 

upaya  adminis t ra t i f  yang  di lakukan  oleh  Penggugat  

sedang  digunakan  dan  atau  belum  digunakan  secara  

keseluruhan,  dengan  perkataan  la in  upaya  untuk  

melakukan/menja lan i  prosedur  adminis t ras i  yang  te lah  

di te tapkan  oleh  ketentuan  peraturan  perundangundangan 

yang ber laku  oleh  Penggugat  belum di lakukan  seluruhnya  

secara  maksimal .  Sehingga  Gugatan  tersebut  te lah  
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bertentangan  khususnya  dengan ketentuan  Pasal  48  ayat  

(2 )  Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004  tentang  Perubahan 

Atas  Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradi l an  

Tata  Usaha  Negara.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa oleh  karena  i t u ,  te l ah  te rbuk t i  secara  nyata -

nyata  bahwa gugatan  Penggugat  adalah  merupakan  suatu  

Gugatan  Prematur  karena  t i dak  mernenuh i  syara t  yur i d i s  

fo rm i l  penga juan  gugatan  te rhadap  suatu  putusan  atau  

kete tapan  yang  dike lua rkan  o leh  Badan/Pe jaba t  Tata  

Usaha  Negara  berdasarkan  keten tuan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  ;

0. Bahwa  oleh  karena  i t u ,  berdasarkan  dal i l - da l i l  dan  

fak ta - fak ta  hukum  (Fondamentu rn  petend i )  te rsebu t  

d ia tas  dan demi  adanya  kepas t i an  hukum,  maka sangat lah  

bera lasan  apabi la  Tergugat  I  rnemohon kepada  Maje l i s  

Hakim agar  menyatakan  bahwa gugatan  Penggugat  adalah  

Prematur  seh ingga  gugatan  Penggugat  te rsebu t  t i dak  

dapat  d i te r ima  (n ie t  ontvanke l i j k )  dan  t i dak  dapat  

d ip roses  leb ih  lan ju t  ;

B.  DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sega la  sesuatu  yang  te lah  dikemukakan  dalam ekseps i  

d i  atas  dianggap  te rmasuk  da lam  pokok  perkara  in i  dan  

se lan ju t nya  Ter rguga t  I  rneno lak  dengan  keras  dan  tegas  

se lu ruh  dal i l - da l i l  yang  dikemukakan  oleh  Penggugat  

kecua l i  ha l - ha l  yang  d iaku i  kebenarannya  secara  tegas  

oleh  Tergugat  I  ;
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2. Bahwa  Tergugat  I  menolak  secara  tegas  da l i l - da l i l  yang  

dikemukakan  oleh  Penggugat  da lam Gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya ,  khususnya  pada  halaman 4 angka  7,  angka  8 dan  

angka  9,  pada  halaman  5  angka  10  dan  angka  11,  pada  

halaman  7  angka  12,  ser ta  pada  halaman  8  angka  13  ;  

- - - - - - - - -

3. Bahwa  nyata - nyata  Penggugat  te l ah  mendal i l k an  amar  

putusan  (d i c t um)  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Pajak  yang  

te r t uang  dalam  Putusan  Pengad i l an  Paj ak  Nomor  :  

Put .12438 /PP/M. VI I / 99/2007  tangga(  20  November  2007  

dengan  hanya  mendal l i k a t i  sevag ian  sa ja  dar i  i s i  amar  

putusan  (d i c t um)  te rsebu t  dan  te lah  mengabaikan  is i  amar  

putusan  ( dic t um)  te rsebu t  secara  kese l uruhan ,  seh ingga  

hal  mana  dapat  menimbulkan  penafs i r an  yang  sa lah  dan  

ke l i r u  dan  dapat  berak iba t  t i dak  te rpenuh inya  asas  

kepast i an  hukum dalam  pelaksanaan  amar  putusan  (d i c t um)  

Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Pajak  te rsebu t  (v i de  Sura t  

Gugatan  Penggugat  No.  01/B- 1/VBSPar t /BDG/V/2008  tangga l  

12  Mei  2008,  ha laman  3  angka  6) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa amar  putusan  (d i c t um)  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Pajak  

yang  di t uangkan  dalam  Putusan  Pajak  Nomor  :  

Put .12438 /PP/M.VI I I /99 /2007  yang  d iucapkan  da lam  s idang  

te rbuka  untuk  umum  pada  tangga l  20  November  2007,  

se lengkapnya  menyebutkan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

M E M U T U S K A N

Mengabulkan  se lu ruhnya  Gugatan  Penggugat  dengan  membata lkan  

Sura t  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor  :  S- 1480/PJ .071 /2007  

tangga l  3  Mei  2007  mengenai  Pengembal i an  Permohonan  

Pengurangan  atau  Pembata lan  Kete tapan  Pajak  Per tambahan  Ni la i  

Nomor  :  00008/307 /00 /424 /05  tangga l  24  November  2005  Masa 

pajak  Januar i  sampai  dengan  Desember  2000,  atas  nama :  PT.  
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Galunggung  Mega Sakt i ,  NPWP :  01.241 .037 .9 .424 .000 ,  a lamat  :  

Ja lan  Rumah  Sak i t  No.  139,  Gede  Bage.  Bandung  40613  dan 

selanju tnya  kepada  Direktur  Jendera l  Pajak  agar  melakukan  

pemeriksaan/penel i t i an  dalam rangka pelaksanaan pasal  36 ayat  

(1 )  huruf  b Undang- undang KUP atas  Pajak  Pertambahan  Ni la i  

Masa  Pajak  Januar i  sampai  dengan  Desember  2000.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.  Bahwa  dengan  demik ian ,  berdasarkan  Putusan  Pengadi l an  

Pajak  Nomor  :  Put .12438 /PP/M.V I I I /99 /2007  yang  d iucapkan  

dalam s idang  te rbuka  untuk  umum pada  tangga l  20  November  

2007  te rsebu t ,  dapat  d ike te t ahu i  fak ta - fak ta  sebaga i  

ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

a.  Bahwa  Maje l i s  Hakim  Pengadi l an  Pajak  te l ah  

menyatakan  membata lkan  Sura t  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  

(Terguga t  I )  Nomor  :  S- 1480/PJ .071 /2007  tangga l  3 Mei  

2007 mengena i  Pengembal i an  Permohonan  Pengurangan  atau  

Pembata lan  Kete tapan  Pajak  yang  Tidak  Benar  atas  Sura t  

Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan  Pajak  

Per tambahan  Ni la i  Nomor  :  00008/307 /00 /424 /05  tangga l  

24  November  2005  Masa  Pajak  Januar i  sampai  dengan  

Desember  2000,  atas  nama Penggugat   ;  - - - - - - - - - -

b.   Bahwa Maje l i s  Hakim Pengadi l an  Pajak ,  o leh  karena  

te lah  membata lkan  Sura t  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  

(Terguga t  I )  Nomor  :  S- 1480/PJ .071 /2007  tangga l  3 Mei  

2007,  berdasarkan  undang- undang  se lan ju t nya  

memer in tahkan     kepada      Di rek tu r     Jendera l  

Pajak  (Terguga t  I ) ,  untuk

melakukan  pemer iksaan /pene l i t i a n  dalam  rangka  

pelaksanaan  Pasa l  36  ayat  (1 )  huru f  b  Undang- undang  

KUP atas  Pajak  Per tambahan  Ni la i  Masa  Pajak  Januar i  
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sampai  Desember  2000 atas  nama Penggugat  ;  - - - -

5.  Bahwa dengan  demik ian ,  dapat  d ike tahu i  secara  je l as  dan  

nyata - nyata  bahwa  Maje l i s  Hakim  Pengadi l an  Pajak  dalam 

amar  putusannya  hanya  membata l kan  Sura t  Di rek tu r  Jendera l  

Pajak  (Terguga t  I )  Nomor  :  S- 1480/PJ .071 /2007  tangga l  3 

Mei  2007  dan  bukan  untuk  membata lkan  SKPKBT  Pajak  

Per tambahan  Ni la i  Nomor  :  00008/307 /00 /424 /05  tangga l  24  

November  2005  Masa  Pajak  Januar i  sampai  Desember  2000,  

mela inkan  memer in tahkan  untuk  melakukan  

pemer iksaan /pene l i t i a n  Per tambahan  Ni la i  Nomor  :  

00008/307 /00 /424 /05  tangga l  24  November  2005  Masa  Pajak  

Januar i  sampai  Desember  2000  berdasarkan  kuasa  Pasa l  36  

ayat  (1 )  huru f  b Undang- undang  Nomor  6 Tahun 1983 ten tang  

Keten tuan  Umum dan Tata  Cara  Perpa jakan  sebaga imana  te l ah  

diubah  dengan  Undang- undang  Nomor  16  Tahun  2000 ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.  Bahwa berdasarkan  keten tuan  Undang- undang  Nomor  14  Tahun  

2002 ten tang  Pengadi lan  Pajak ,  menyebutkan  

Pasa l  77 ayat  (1 )  :  "  Putusan  Pengad i l an  Pajak  merupakan  

putusan  akh i r  dan mernpunya i  kekuatan  hukum 

te tap  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  86     :  "Putusan  Pengad i l an  Pajak  langsung  dapat  

d i l aksanakan  dengan  t i dak  memer lukan  lag i  

keputusan  pejaba t  yang  ber wenang  kecua l i  

pera tu ran  perundang undangan  mengatu r  la i n .  

" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

7.  Bahwa  berdasarkan  keten tuan  Pasa l  36  ayat  (1 )  huru f  b  

Undang- undang  Nomor  6  Tahun  1983  ten tang  Keten tuan  Umum 

dan  Tata  Cara  Perpa jakan  sebaga imana  te l ah  d iubah  dengan  

Undang- undang  Nomor  16  Tahun  2000 ,  menyebutkan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  dapat  mengurangkan  atau  

membata lkan  kete tapan  pajak  yang  t i dak  benar  " ;

8.  Bahwa dalam  rangka  menegakkan  asas  kepast i an  hukum dan  

Asas- asas  Umum    Pemer in tahan     Yang     Baik ,   maka 

Tergugat   I   se lan ju t nya   te l ah

melaksanakan  amar  putusan  (d i c t um)  Maje l i s  Hakim 

Pengad i l an  Pajak  yang  te r t uang  dalam Putusan  Pengad i l an  

Pajak  Nomor  :  Put .12438 /PP/M.VI I I /99 /  2007  tangga l  20 

November  2007 te rsebu t ,  dengan  melakukan  pemer iksaan  dan  

pene l i t i a n  te rhadap  kewaj i ban  perpa jakan  Penggugat  yang  

te rdapa t  da  lam  SKPKBT PPN Nomor  :  00008/307 /00 /424 /05  

tangga l  24  November  20  05  Masa  Pajak  Januar i  sampai  

Desember  2000  berdasarkan  kuasa  Pasal  36 ayat  (1 )  huru f  

b  Undang- undang  Nomor  6  Tahun  1983  ten tang  Keten tuan  

Umum dan  Tata  Cara  Perpa jakan  sebaga imana  te l ah  diubah  

dengan  Un  dang- undang  Nomor  16  Tahun  2000  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.  Bahwa  berdasarkan  hash  pemer iksaan  dan  pene l i t i a n  

te rhadap  kewaj i ban  perpa jakan  Penggugat  berdasarkan  

kuasa  Pasa l  36 ayat  1 huru f  h Undang undang  Nomor  6 Tahun 

1983  ten tang  Keten tuan  Umum dan  Tata  Cara  Perpa jakan  

sebaga imana  te lah  diubah  dengan  Undang- undang  Nomor  16  

Tahun  2000,  se lan ju t nya  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  

(Terguga t  I )  menerb i t kan  suatu  sura t  keputusan ,  ya i t u  

Sura t  Keputusan  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor  :  KEP-

95/PJ .07 /2008  tangga l  28 Februar i  2008  ten tang  Pengurangan  

atau  Pembata lan  Kete tapan  Pajak  Yang  Tidak  Benar  at as  

SKPKBT  PPN  (obyek  Gugatan)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

10.  Bahwa dengan  demik ian  te l ah  te rbuk t i  secara  je l as  dan  

nyata - nyata  bahwa  Tergugat  I  te l ah  menegakkan  aqsas  
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kepast i an  hukum  dan  Asas- asas  Umum Pemer in tahan  Yang 

Baik  dengan  te l ah  melaksanakan  apa  yang  te lah  dipu tus  

oleh  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Pajak  dalam  amar  

putusannya  yang  te r t uang  dalam Putusan  Pengadi l an  Pajak  

Nomor  :  Put .12438 /PP/M.VI I I /99 /  2007 tangga l  20 November  

2007  sesua i  dengan  prosedur  dan  ta ta  cara  yang  d ia tu r  

secara  je l as  dan  tegas  dalam  pera tu ran  perundang-

undangan  perpa jakan  yang  ber laku .  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

11. Bahwa  dengan  demik ian  se lu ruh  dal i l - da l i l  yang  

dikemukakan  o leh  Penggugat  da lam  sura t  Gugatannya  

Nomor  :  01/B- 1/V BR&Part /BDG/2008  tangga l  12  Mei  2008  

ada lah  t i dak  tepa t  dan  t i dak  berdasar  sama  seka l i ,  

seh ingga  gugatan  Penggugat  te r sebu t  patu t  d i to l a k  dan  

t i dak  dapat  d ipe r t imbangkan  leb ih  lan ju t .  Oleh  karena  

i t u ,  demi  adanya  kepast i an  hukum  maka  dal i l - da l i l  

Penggugat  te rsebu t  harus  dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima  

(n ie t  

ontvanke l i j k ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  berdasarkan  ura ian - ura ian  dan  dal i l - da l i l  hukum 

(Fundamentum  pet endi )  te rsebu t  d i  atas  dan  o leh  karena  

te rbuk t i  da l i l - da l i l  yang  d ikemukakan  Penggugat  da lam  sura t  

gugatannya  t i dak  benar  dan  t i dak  bera lasan ,  maka kami  mohon 

k i ranya  Maje l i s  Hakim  memutuskan  perkara  a  quo  dengan  amar  

putusan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam Eksespsi  :

1 . Mener ima  dan  mengabulkan  ekseps i  Tergugat  I  untuk  

se lu ruhnya  ;

0 . Menyatakan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bandung  t i dak  

berwenang  ( t i d ak  memi l i k i  kompetens i  abso lu t )  untuk  

memer iksa ,  mengadi l i  dan meutuskan  perkara  a quo ;

Hal  35 dar i  hal  59 Putusan  Nomor:43 /G /2008 /PTUN- BDG
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1 . Menyatakan  bahwa gugatan  yang  d ia jukan  Penggugat  te rhadap  

Tergugat  I  ada lah  merupakan  Gugatan  Prerna tu r  

2 . Menyatakan  oleh  karenanya ,  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  

d i te r ima  (n ie t

ontvanke l i j k  

Verk laa rd  )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam Pokok Perkara  :

1. Menolak  Gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  Sura t  Keputusan  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor  

:  KEP95/PJ .07 /2008  tangga l  28  Februar i  2008  ten tang  

Pengurangan  atau  Pembata lan  Kete tapan  Pajak  Yang  Tidak  

Benar  atas  SKPKBT PPN atas  nama Penggugat  ada lah  sah dan 

berkekua tan  hukum ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Menyatakan  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan  

(SKPKBT)  PPN  Nomor  :  00008/307 /00 /424  tangga l  24  

November  2005  Masa  Pajak  Januar i  sampai  Desember  2000  

atas  nama Penggugat  ada lah  sah  dan  berkekua tan  hukum ;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Menghukum Penggugat  untuk  membayar  se lu ruh  biaya  perkara  

yang  t imbu l  da lam  perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Atau  :

J ika  Maje l i s  Hakim Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bandung  

berpendapat  la i n  maka mohon putusan  yang  sead i l - ad i l nya  

(  ex  aequo et  bono ) ;

Bahwa atas  gugatan  Penggugat  te r sebu t ,  Tergugat  I I  te l ah  

mengajukan  dal i l - da l i l  sangka lannya  dipers i dangan  tangga l  16  

Ju l i  2008  dengan  Ekseps i  dan  Jawaban  Tergugat  I I  te r t angga l  

16 Ju l i  2008,  yang is i nya  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - - - -

Disclaimer
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A.  DALAM EKSEPSI  :

A.1.  Tentan  g   Kompetensi  Absolut  

1. Bahwa Terguga t  I I  menolak  dengan  tegas  se lu ruh  

dal i l - da l i l  Penggugat  kecua l i  te rhadap  hal - ha l  

yang  diaku i  secara  tegas  oleh  Tergugat  

I I . ; - - - - - - - - - - - -

0. Bahwa Terguga t  I I  menga jukan  permohonan  ekseps i  

kompetens i  Absolu t  te rhadap  gugatan  Penggugat  

dengan alasan- alasan  sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa Sengketa  anta ra  Penggugat  dan  Tergugat  I I  

dapat  d i j e l a s kan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a.  Bahwa sengke ta  anta ra  Penggugat  dan  Tergugat  I I  

dapat  d i j e l a s kan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Bahwa  yang  menjad i  obyek  sengke ta  

dalam  perkara  aquo  dalam  gugatan  

Penggugat  yang  di tu j u kan  kepada  

Tergugat  I I  ada lah  ten tang  

penerb i t an  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

i) Swat  Keputusan  Di rek tu r  

Jendera l  Pajak  Nomor  :  

KEP.95/  PJ.07 /2008  tangga l  28  

Februar i  2008  ten tang  

Pengurangan  atau  Pembata lan  

Kete tapan  Pajak  Yang  Tidak  

Benar  at as  SKPKBT PPN ;  dan  ;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ii) Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  

Bayar  Tambahan  (SKPKBT)  PPN 

Nomor  :  00008/307 /00 /424  

Hal  37 dar i  hal  59 Putusan  Nomor:43 /G /2008 /PTUN- BDG
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tangga l  24  November  2005  Masa  

Pajak  Januar i  s .d  Desernber  

2000 ;

 Bahwa  dengan  demik ian  dapat  

d ike tahu i  bahwa  obyek  gugatan  pada  

pr ins i pnya  ada lah  ten tang  penerb i t an  

kete tapan  pajak  yang  prosedur  

penerb i t annya  sebaga imana  dia tu r  

da lam  keten tuan  Pasa l  15  dan  Pasal  

36  ayat  (1 )  huru f  b  Undang- undang  

Nomor  6 Tahun  1983  ten tang  Keten tuan  

Umum  dan  Tata  Cara  Perpa jakan  

sebaga imana  te lah  diubah  dengan  

undang- undang  Nomor  16 Tahun 

2000 ; - - - - - - - - -

Bahwa berdasarkan  pen je lasan  di  atas ,  sengketa  yang  

dia jukan  oleh  Penggugat  adalah  te rmasuk  da lam 

sengketa  perpa jakan ,  yang  merupakan  wewenang  dar i  

Pengad i l an  Pajak  ;

b.  Bahwa Gugatan  Penggugat  te rsebu t  merupakan  sengketa  

perpa jakan ,   yang  menjad i  kewenangan  abso lu t  dar i  

Pengad i l an  Pajak    dan   bukan  merupakan  kewenangan  

Pengad i l an  Tata  Usaha

Negara  sebaga imana  yang  dia tu r  secara  tegas  pada  

keten tuan  perundang- undangan  sebaga i  ber i ku t  :

b1. Undang- undang  Nomor  14  Tahun  2002  ten tang  

Pengad i l an  Pajak ,  yang  menyebutkan  :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Pasal  1 a  ng  ka 5:  

Sengketa  Pajak  ada lah  sengketa  yang  t imbu l  

da lam  bidang  perpa jakan  anta ra  Waj ib  Pajak  

Disclaimer
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atau  Penanggung  Pajak  dengan  pejaba t  yang  

berwenang  sebaga i  ak iba t  d ike lua r kannya  

keputusan  yang  dapat  d ia jukan  band ing  atau  

gugatan  kepada  Pengad i l an  Pajak  berdasarkan  

pera tu ran  perundang- undangan  perpa jakan ,  

te rmasuk  gugatan  atas  pelaksanaan  penag ihan  

berdasarkan  Undang- undang  Penag ihan  Pajak  

dengan  Sura t  Paksa.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b2. Undang- undang  Nornor  6  Tahun  1983  ten tang  

Keten tuan  Umurn  dan  Tata  Cara  Perpa jakan  

sebaga imana  te lah  diubah  dengan  Undang- undang  

Nomor  16  Tahun  2000,  yang  menyebutkan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  23 ayat  (2 )  huruf  b dan huruf  d :

Gugatan  Waj ib  Pajak  atau  Penanggung  Pajak  

te rhadap  : - - - - -

c .  Keputusan  yang  berka i t an  dengan  

pelaksanaan  keputusan  perpa jakan  se la i n  

yang  di te t apkan  da lam  Pasa l  25  ayat  (1 )  

dan  Pasa l  26  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d.  Keputusan  sebaga imana  dimaksud  dala rn  

Pasa l  36  yang  berka i t an  dengan  Sura t  

Tagihan  Pajak  ; - - - - - - - - - - - - - -

hanya  dapat  dia jukan  kepada  badan  peradi lan  

pajak  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c.  Bahwa  Pengad i l an  Pajak  ada lah  badan  perad i l an  

yang  berwenang  untuk  memer iksa  dan  memutus  sengketa  

pajak ,  sebaga imana  dia tu r  da lam  keten tuan  pera tu ran  

perundang- undangan  sebaga i  ber i ku t  : - - - - - - -
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c.1  Undang- undang  Nomor  4  Tahun  2004  ten tang  

Kekuasaan  Kehak iman,  yang  menyebutkan  :

Pasal  15 ayat  (1 )  :

Pengad i l an  khusus  hanya  dapat  d iben tuk  dalam  

sa lah  satu  l i ngkungan  perad i l an  

sebaga imanad imaksud  dalam  Pasal  10  yang  dia tu r  

dengan  undang- undang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Penje lasan  Pasal  15 ayat  (1 ) :

Yang dimaksud  dengan  Pengad i l an  Khusus  "  da lam 

keten tuan  in i ,  anta ra  la i n  adalah  pengad i l an  

anak,  pengad i l an  niaga ,  pengad i l an  hak  asas i  

manus ia ,  pengad i l an  t i ndak  pidana  korups i ,  

pengad i l an  hubungan  indus t r i a l  yang  berada  d i  

l i ngkungan  perad i l an  umum,  dan  pengadi lan  pajak  

di  l ingkungan  peradi lan  ta ta  usaha  Negara .  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c.2 Undang- undang  Nornor  9  Tahun  2004  ten tang  

Perubahan  Atas  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  yang  

menyebutkan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -  

Pasal  9 A :

Di  l i ngkungan  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  dapat  

d iadakan  pengkhususan yang  dia tu r  dengan  undang-

undang ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

Penje lasan  Pasal  9 A  :

Yang dimaksud dengan pengkhususan  "  adalah  

deferens ias i  atau  spesia l i sas i  di  l ingkungan ta ta  

usaha  Negara,  misalnya  Pengad i l an  Pajak  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
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- - - - - - - - - - - - - -

c.3 Undang- undang  Nomor  14  Tahun  2002  ten tang  

Pengad i l an  Pajak ,  yang  

menyebutkan  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  2 :

Pengad i l an  Pajak  ada lah  badan/pe rad i l a n  yang  

melaksanakan  kekuasaan  kehak iman  bagi  Waj ib  Pajak  

atau  Penanggung  Pajak  yang  mencar i  kead i l an  

te rhadap  Sengketa  Pajak  ;  

Pasal  31 ayat  (1 )  dan (3 )  :

(1 )  Pengad i l an  Pajak  mempunya i  tugas  dan wewenang  

memer iksa  dan memutus  Sengkeya  Pajak  ;

(3 )  Pengad i l an  Pajak  dalam  hal  Per lawanan  

meMer i ksa  dan  memutus  sengke ta  atas  pelaksanaan  

Penagihan  Pajak  atau  Keputusan  la i nnya  

sebaga imana  dimaksud  dalam  pasa l  23  ayat  (2 )  

Undang- undang  Nomor  6  Tahun  1983  ten tang  

Keten tuan  Union?  dan  Tata  Cara  Perpa jakan  

sebaga imana  te lah  beberapa  ka l i  d iubah  te rakh i r  

dengan  Undang- undang  Nornor  16  Tahun  2000  dan  

pera tu ran  perundang- undangan  perpa jakan  yang  

ber laku  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  33 ayat  (1 )  :

Pengad i l an  Pajak  merupakan  Pengad i l an  t i ngka t  

Pedama dan  te rakh i r  da lam  memer iksa  dan  memutus  

Sengketa  Pajak  ; - - - - - - - - - - -

Pasal  77 ayat  (1 )  :

(1 )  Putusan  Pengad i l an  Pajak  merupakan  putusan  

Hal  41 dar i  hal  59 Putusan  Nomor:43 /G /2008 /PTUN- BDG
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akh i r  dan mempunyai  kekuatan  hukum te tap  ;

3 . Berdasarkan  keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  

te rsebu t  d ia tas ,  te l ah  nyata  dan  je l as  bahwa  gugatan  

Penggugat  yang  d i t u j u kan  kepada  Tergugat  I I  d i  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  ada lah  ke l i r u  karena  Gugatan  te rhadap  

penerb i t an  Sura t  Keputusan  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  

(Terguga t  Nornor  :  KEP-95/PJ .07 /2008  tangga l  28  Februar i  

2008  ten tang  Pengurangan  atau  Pembata lan  Kete tapan  Pajak  

Yang  Tidak  Benar  Atas  SKPKBT PPN dan  Sura t  Kete tapan  

Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan  (SKPKBT)  PPN  Nornor  :  

00008/307 /00 /424  tangga l  24  November  2005  Masa  Pajak  

Januar i  s.d .  Desember  2000  te rsebu t  hanya  dapat  d ia j ukan  

ke  Pengadi l an  Pajak  bukan  ke  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 . Bahwa  dengan  demik ian  je l as l ah  berdasarkan  kepas t i an  

hukum yang  didasar i  o leh  Pasa l  15  ayat  (1 )  Undang- undang  

Nomor  4 Tahun  2004  ten tang  kekuasaan  Kehak iman  jo .  Pasa l  

9A  Undang- undang  Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  

Atas  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata   Usaha  Negara   jo .  Pasa l  31 ayat  (1 )  Undang- undang  

Nomor    14   Tabun   2002   ten tang   Pengadi l an  Pajak ,  

Penggugat  te l ah  sa lah

dan  ke l i r u  mengajukan  gugatan  ke  Pengadi l an  Tata  Usaha 

Negara  Bandung,  karena  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Bandung  t i dak  berwenang  memer iksa ,  mengadi l i  dan  memutus  

perkara  a  quo  karena  berdasarkan  pera tu ran  yang  ber laku  

kewenangan  untuk  memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  aquo  

berada  pada  Pengadi lan  Pajak . ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.  Bahwa  berdasarkan  ura ian  t r sebu t  d ia tas ,  maka  sangat  

bera lasan  apab i l a  Tergugat  I  memohon kepada  Maje l i s  Hakim 

agar  mener ima  ekseps i  ten tang  kompetens i  abso lu t  dengan  
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mememutus  te r l eb i h  dahu lu  da lam  Putusan  Sela  dengan  

menyatakan  bahwa  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bandung  

t i dak  berwenang  memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  a  quo  

atau  set i daknya  menyatakan  bahwa gugatan  Penggugat  t i dak  

dapat  d i te r ima  (n ie t  ontvanke l i j k ) :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A.2.  Tentanq Guqatan Prematur

1. Bahwa  da l i l - da l i l ,  fak ta - fak ta  ser ta  dasar  

hukum  ( fundamentum  petend i )  yang  te lah  

dikemukakan  Tergugat  I I  d i  atas  untuk  

se lu ruhnya .  ada lah  merupakan  bag ian  yang  

t i dak  te rp i sahkan  dan  sebaga i  satu  kesatuan  

dengan  dal i l - da l i l  yang  akan  dikemukakan  

Tergugat  I I  pada  ura ian  ber i ku t  in i  dan  

se lan ju t nya  Tergugat  I I  menolak  dengan  keras  

dan  tegas  se lu ruh  dal i l - da l i l  yang  

dikemukakan  oleh  Penggugat  kecua l i  ha l - ha l  

yang  diaku i  kebenarannya  secara  tegas  oleh  

Tergugat  I I  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa j i ka  seanda inya - pun  (quad  non)  Maje l i s  

Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bandung  

yang  memer iksa  dan  mengadi l i  sengketa  

gugatan  te rsebu t  menyatakan  bahwa Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Bandung  berwenang  atau  

mern i l i k i  kompetens i  untuk  merner i ksa  dan  

mengadi l i  sengketa  gugatan  te rsebu t  d ia tas ,  

maka  Gugatan  yang  d ia jukan  Penggugat  

te rhadap  Surat  Keputusan  Di rek tu r  Jendera l  

Pajak  (Terguga t  I )  Nomor  :  KEP-95/PJ .07 /2008  

tangga l  28 Februar i  2008  ten tang  Pengurangan  

atau  Pembata lan  Kete tapan  Pajak  Yang  Tidak  

Benar  Atas  SKPKBT PPN dan  Sura t  Kete tapan  

Hal  43 dar i  hal  59 Putusan  Nomor:43 /G /2008 /PTUN- BDG
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Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan  (SKPKBT)  PPN 

Nomor  :  00008/307 /00 /424  tangga l  24 November  

2005  Masa  Pajak  Januar i  s .d .  Desember  2000  

te rsebu t  mela lu i  Sura t  Gugatan   Nomor  :  

01/B- 1/VBR&Par t /BDG/N/2008  tangga l  12   Mei  

ada lah   te l ah   nyata - nyata  sa lah  dan  ke l i r u  

ser ta  t i dak  memenuhi

keten tuan  fo rmi l  penga juan  gugatan  ke  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  karena  gugatan  te rsebu t  adalah  gugatan  

yang  prematu r ,  dengan  pen je lasan  ber i ku t  in i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

2.1  Bahwa berdasarkan  keten tuan  Pasa l  48 Undang- undang  

Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  Atas  Undang-

undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara ,  menyebutkan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ayat  (1 )  :  “ Dalam hal  suatu  Baden atau  Pejaba t  Tata  

Usaha  Negara  dibe r i  wewenang  oleh  atau  

berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  

untuk  menyelesa i kan  secara  admin is t r a t i f  

sengketa  Tata  Usaha  Negara  te r t en tu ,  maka  

sengketa  Tata  Usaha  Negara  te rsebu t  hams 

dise lesa i kan  mela lu i  upaya  admin is t r a t i f  

yang  te rsed ia .  " :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ayat  (2 )  :  "  Pengad i l an  baru  berwenang  memer iksa ,  

memutus,  dan  menyelesa i kan  sengke ta  Tata  

Usaha  Negara  sebaga imana  dimaksud  deta in  

ayat  (1 )  j i ka  se lu ruh  upaya  admin i s t r a t i f  

yang  bersangku tan  te l ah  

digunakan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.2  Bahwa  Penggugat  mela lu i  sura t  Nomor  :  

05/GMS/ I I I / 2 008  tangga l  24  Maret  2008  te l ah  

Disclaimer
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mengajukan  permohonan  Penin jauan  Kembal i  atas  

Sura t  Keputusan  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor  :  

KEP95/PJ .07 /2008  tangga l  28  Februar i  2008  (obyek  

gugatan)  kepada  Tergugat  I .  Dan  se lan ju tn ya  

Penggugat  juga  mengajukan  gugatan  te rhadap  obyek  

gugatan  ke  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bandung  

mela lu i  Sura t  Gugatan  Nomor  :  01/B- 1NBR&Part /BDG/  

V/2008  tangga l  12  Mei  2008  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

2.3  Bahwa dengan  demik ian  dapat  d ike tahu i  bahwa pada  

saat  Penggugat  mengajukan  Gugatan  te rhadap  obyek  

gugatan  mela lu i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Bandung,  proses  penye lesa ian  te rhadap  permohonan  

Penggugat  kepada  Tergugat  I  mela lu i  sura tnya  Nomor  

:  05/GMS/ I I I /2008  tangga l  24  Maret  2008  te rsebu t  

masih  ber ja l an  dan  be lum  se lesa i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.4  Bahwa dengan  demik ian  dapat  d ike tahu i  dengan  

je l as  dan  nyata nyata  bahwa  masih  ber langsung  

proses  penye lesa ian  secara  admin is t r a t i f  atas  

obyek  sengketa  gugatan  di  Badan  atau  Pejaba t  Tata  

Usaha Negara  yang  menerb i t k an  kete tapan  pajak  yang  

menjad i  sengketa  te rsebu t ,  da lam  ha l  in i  ada lah  

Di rek tu r  Jendera l  Pajak  (  Terguga t  I  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

2.5  Bahwa  dengan  demikian ,  dapat  dis impulkan  

berdasarkan  fakta  dan bukt i  yang  je las  dan nyata  

bahwa  upaya  adminis t ra t i f  yang  di lakukan  oleh  

Penggugat  sedang  digunakan  dan  atau  belum 

digunakan  secara  keseluruhan,  dengan  perkataan  

la in  upaya  untuk  melakukan/menja lan i  prosedur  

Hal  45 dar i  hal  59 Putusan  Nomor:43 /G /2008 /PTUN- BDG
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adminis t ras i  yang te lah  di te tapkan  oleh  ketentuan  

peraturan  perundangundangan  yang  ber laku  oleh  

Penggugat  belum  di lakukan  seluruhnya  secara  

maksimal .  Sehingga  Gugatan  tersebut  te lah  

bertentangan  khususnya  dengan  ketentuan  Pasal  48  

ayat  (2 )  Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004  tentang  

Perubahan  Atas  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1986  

Tentang Peradi lan  Tata  Usaha Negara.  ;  

3. Bahwa oleh  karena  i t u ,  te lah  te rbuk t i  secara  

nyata - nyata  bahwa  gugatan  Penggugat  adalah  

rnerupakan  suatu  Gugatan  Prematur  karena  

t i dak  memenuhi  syara t  yur i d i s  fo r mi l  

penga juan  gugatan  te rhadap  suatu  putusan  

atau  kete tapan  yang  d ike lua r kan  oleh  

Badan/Pe jaba t  Tata  Usaha  Negara  berdasarkan  

keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa  oleh  karena  i t u ,  berdasarkan  dal i l -

da l i l  dan  fak ta - fak ta  hukum  (Fondarnen tu rn  

petend i )  te rsebu t  d ia tas  dan  demi  adanya  

kepast i an  hukum.  maka  sangat l ah  bera lasan  

apab i l a  Tergugat  I I  memohon  kepada  Maje l i s  

Hakim  agar  menyatakan  bahwa  gugatan  

Penggugat  adalah  Prematur  seh ingga  gugatan  

Penggugat  te rsebu t  t i dak  dapat  d i te r ima  

(n ie t  ontvanke l i j k )  dan  t i dak  dapat  d ip roses  

leb ih  lan ju t  ;  - - - - - - - - -

C.  DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sega la  sesuatu  yang  te lah  dikemukakan  dalam 

ekseps i  d i  at as  dianggap  te rmasuk  dalam  pokok  

perkara  in i  dan  se lan ju t nya  Tergugat  I I  menolak  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46
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dengan  keras  dan  tegas  se lu ruh  da l i l - da l i l  yang  

dikemukakan  oleh  Penggugat  kecua l i  ha l - ha l  yang  

diaku i  kebenarannya  secara  tegas  o leh  Tergugat  I I  

;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  Tergugat  I I  menolak  secara  tegas  dal i l -

da l i l  yang  dikemukakan  oleh  Penggugat  da lam 

Gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya ,  khususnya  

pada ha laman 4 angka  7,  angka  8 dan angka  9,  pada  

halaman  5 angka  10 dan  angka  11,  pada  hala rnan  7 

angka  12.  ser ta  pada  ha laman  8  angka  

13 ; - - - - - - - - -  

3. Bahwa  nyata - nyata  Penggugat  te l ah  mendal i l k an  

amar  putusan  (d i c t um)  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  

Pajak  yang  te r t uang  da lam Putusan  Pengadi l an  Pajak  

Nomor  :  Put .12438 /PP/M.VI I / 9 9 / 2007  tangga l  20  

November  2007  dengan  hanya  mendal i l k an  sebag ian  

sa ja  dar i  i s i  amar  putusan  (d i c t um)  te rsebu t  dan  

te l ah  mengabaikan  is i  amar  putusan  (d i c t um)  

te rsebu t  secara  kese lu ruhan .  seh ingga  ha l  mana 

dapat  menimbulkan  penafs i r an  yang  sa lah  dan  ke l i r u  

dan  dapat  berak iba t  t i dak  te rpenuh inya  asas  

kepas t i an  hukum  dalam  pelaksanaan  amar  putusan  

(d i c t um)  Maje l i s  Hakim  Pengadi l an  Pajak  te rsebu t  

(v i de  Sura t  Gugatan  Penggugat  No.  01/6 -

1/V BSPar t /BDGN/2008  tangga l  12  Mei  2008,  ha laman  3  

angka  6) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa amar  putusan  (d i c t um)  Maje l i s  Hakim Pengad i l an  Pajak  

yang  di tuangkan  dalam  Putusan  Pajak  Nomor  :  

Put .12438 /PP/M.VI11 /99 /2007  yang  d iucapkan  dalam  s idang  

te rbuka  untuk  umum  pada  tangga l  20  November  2007,  

se lengkapnya  menyebutkan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hal  47 dar i  hal  59 Putusan  Nomor:43 /G /2008 /PTUN- BDG
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M E M U T U S K A N

Mengabulkan  seluruhnya  Gugatan  Penggugat  dengan  

membata lkan  Sura t  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nornor  :  S-

1480/PJ .071 /2007  tangga l  3 Mei  2007  mengena i  Pengembal i an  

Permohonan  Pengurangan  atau  Pembata lan  Kete tapan  Pajak  

Per tambahan  Ni la i  Nomor  :  00008/307 /00 /424 /05  tangga l  24 

November  2005  Masa  pajak  Januar i  sampai  dengan  Desember  

2000,  atas  nama  :  PT.  Galunggung  Mega  Sakt i ,  NPWP :  

01.241 .037 .9 .424 .000 ,  a la mat  :  Ja lan  Rumah Sak i t  No.  139,  

Gede Bage,  Bandung  40613  dan selan ju tnya  kepada  Direktur  

Jendera l   Pajak  agar  melakukan pemeriksaan/penel i t i an

dalam rangka pelaksanaan pasal  36 ayat  (1 )  huruf  b Undang-

undang KUP atas  Pajak  Pertambahan Ni la i  Masa Pajak  Januar i  

sampai  dengan  Desember  2000.  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.  Bahwa dengan  demik ian ,  berdasarkan  Putusan  Pengadi l an  

Pajak  Nomor  :  Put .12438 /PP/M.VI I I / 9 9 / 2007  yang  diucapkan  

dalam s idang  te rbuka  untuk  umum  pada  tangga l  20 November  

2007  te rsebu t ,  dapat  d ike te tahu i  fak ta - fak ta  sebaga i  

ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

a.  Bahwa  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Pajak  te l ah  

menyatakan  membata lkan  Sura t  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  

(Terguga t  I )  Nornor  :  S- 1480/PJ .071 /2007  tangga l  3 Mei  

2007  mengenai  Pengembal i an  Permohonan  Pengurangan  atau  

Pembata lan  Kete tapan  Pajak  yang  Tidak  Benar  atas  Sura t  

Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan Pajak  Per tambahan  

Ni la i  Nomor  :  00008/307 /00 /424 /05  tangga l  24  November  

2005  Masa  Pajak  Januar i  sampai  dengan  Desember  2000,  

atas  nama Penggugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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b. Bahwa Maje l i s  Hakim Pengadi l an  Pajak ,  o leh  karena  te lah  

membata lkan  Sura t  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  (Terguga t  I )  

Nomor  S- 1480/PJ .071 /2007  tangga l  3  Mei  2007,  

berdasarkan  undang- undang  se lan ju t n ya  memer in tahkan  

kepada  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  (Terguga t  I ) .  untuk  

melakukan  pemer iksaan /pene l i t i a n  dalam  rangka  

pelaksanaan  Pasa l  36 ayat  (1 )  huru f  b Undang- undang  KUP 

atas  Pajak  Per tambahan  Ni la i  Masa Pajak  Januar i  sampai  

Desember  2000 alas  nama Penggugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.  Bahwa dengan  demik ian .  c iapa t  d ike tahu i  secara  je l as  

dan nyata - nyata  bahwa Maje l i s  Hakim Pengad i l an  Pajak  da lam 

amar  putusannya  hanya  membata l kan  Sura t  Di rek tu r  Jendera l  

Pajak  (Terguga t  I )  Nomor  :  S- 1480/PJ .071 /2007  tangga l  3  

Mei  2007  dan  bukan  untuk  membata lkan  SKPKBT  Pajak  

Per tambahan  Ni la i  Nomor  :  00008/307 /00 /424 /05  tangga l  24  

November  2005  Masa  Pajak  Januar i  sampai  Desember  2000,  

mela inkan  memer in tahkan  untuk  melakukan  

pemer iksaan /pene l i t i a n  Per tambahan  Ni la i  Nomor  :  

00008/307 /00 /424 /05  tangga l  24  November  2005  Masa  Pajak  

Januar i  sampai  Desember  2000  berdasarkan  kuasa  Pasal  36  

ayat  (1 )  huru f  h Undang- undang  Nomor  6 Tahun  1983  ten tang  

Keten tuan  Umum dan  Tata  Cara  Perpa jakan  sebaga imana  te lah  

diubah  dengan Undang- undang  Nomor 16 Tahun 2000 ;  - - - -

6.  Bahwa berdasarkan  keten tuan  Undang- undang  Nomor  14  Tahun  

2002 ten tang  Pengad i l an  Pajak .  menyebutkan  :

Pasal  77 ayat  (1 )  :  "  Putusan  Pengadi l an  Pajak  merupakan  

putusan  akh i r  dan  mempunyai  kekuatan  hukum 

te tap  ;

Pasa l  86     :  "Putusan  Pengad i l an  Pajak  langsung  dapat  

d i l aksanakan  dengan  t i dak  metner l ukan  lag i  

keputusan  pejaba t  yang  benvenang  kecua l i  

pera tu ran  perundang - undangan  mengatu r  la i n .  

" ;  

Hal  49 dar i  hal  59 Putusan  Nomor:43 /G /2008 /PTUN- BDG

Disclaimer
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

7.  Bahwa  berdasarkan  keten tuan  Pasa l  36  ayat  (1 )  huru f  b  

Undang- undang  Nomor  6  Tahun  1983  ten tang  Keten tuan  Umum 

dan  Tata  Cara  Perpa jakan  sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  

Undang- undang  Nomor  16  Tahun  2000,  menyebutkan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  dapat  mengurangkan  atau  

membata lkan  kete tapan  pajak  yang  t i dak  benar  " ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

8.  Bahwa dalam  rangka  menegakkan  asas  kepas t i an  hukum dan  

Asas- asas  Umum Pemer in tahan  Yang  Baik ,  maka  Tergugat  I  

se lan ju t nya  te l ah  melaksanakan  amar  putusan  (d i c t um)  

Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Pajak  yang  te r t uang  dalam 

Putusan  Pengad i l an  Pajak  Nornor  :  Put .12438 /PP/M.VI I I /99 /  

2007  tangga l  20  November  2007  te rsebu t ,  dengan  melakukan  

pemer iksaan  dan  pene l i t i a n  te rhadap  kewaj i ban  perpa jakan  

Penggugat  yang  te rdapa t  da lam  SKPKBT  PPN  Nomor  :  

00008/307 /00 /424 /05  tangga l  24  November  2005  Masa Pajak  

Januar i  sampai  Desember  2000  berdasarkan  kuasa  Pasal  36 

ayat  (1 )  huru f  b Undang- undang  Nomor  6 Tahun 1983 ten tang  

Keten tuan  Umum dan Tata  Cara  Perpa jakan  sebaga imana  te lah  

diubah  dengan  Undang- undang  Nomor  16  Tahun  2000  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.  Bahwa  berdasarkan  has i l  pemer i ksaan  dan  pene l i t i a n  

te rhadap  kewaj i ban  perpa jakan  Penggugat  berdasarkan  kuasa  

Pasal  36 ayat  1 huru f  b Undangundang  Nornor  6 Tahun  1983 

ten tang  Keten tuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpa jakan  

sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  Undang- undang  Nornor  16  

Tahun 2000,  se lan ju t nya  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  (Terguga t  

I )  menerb i t kan  suatu  sura t  keputusan ,  ya i t u  Swat  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Keputusan  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor

KEP-95/PJ .07 /2008  tangga l  28  Februar i  2008  ten tang  

Pengurangan  atau  Pembata lan  Kete tapan  Pajak  Yang  Tidak  

Sonar  atas  SKPKBT  PPN  (obyek  Gugatan) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bahwa dengan  demik ian  te l ah  te rbuk t i  secara  je l as  dan  

nyata - nyata  bahwa Terguga t  I  te lah  menegakkan  aqsas  

kepas t i an  hukum dan  Asas- asas  Umum Pemer in tahan  Yang 

Baik  dengan  te lah  melaksanakan  apa yang  te l ah  dipu tus  

oleh  Maje l i s  Hakim  Pengadi l an  Pajak  dalam  amar  

putusannya  yang  te r t uang  dalam  Putusan  Pengadi l an  

Pajak  Nomor  :  Put .12438 /PP/M.V111/99 /  2007 tangga l  20  

November  2007  sesua i  dengan  prosedur  dan  ta t s  cara  

yang  dia tu r  secara  je l as  dan  tegas  dalam  pera tu ran  

perundang- undangan  perpa jakan  yang  ber laku .  ;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Bahwa  dengan  demik ian  se lu ruh  da l i l - da l i l  yang  

dikemukakan  o leh  Penggugat  da lam  sura t  Gugatannya  

Nomor  :  01/B- 1/VBR&Par t /BDG/2008  tangga l  12  Mei  2008  

ada lah  t i dak  tepa t  dan  t i dak  berdasar  sama seka l i ,  

seh ingga  gugatan  Penggugat  te rsebu t  patu t  d i t o l a k  dan  

t i dak  dapat  d ipe r t imbangkan  leb ih  lan ju t .  Oleh  karena  

i t u ,  demi  adanya  kepas t i an  hukum  maka  dal i l - da l i l  

Penggugat  te rsebu t  harus  dinya takan  t i dak  dapat  

d i te r ima  (n ie t  ontvanke l i j k ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  berdasarkan  ura ian - ura ian  dan  dal i l - da l i l  hukum 

(Fundamentum  petend t )  te rsebu t  d i  atas  dan  oleh  karena  

te rbuk t i  da l i l - da l i l  yang  d ikemukakan  Penggugat  da lam  sura t  

gugatannya  t i dak  benar  dan  t i dak  bera lasan .  maka kami  mohon 

k i ranya  Maje l i s  Hakim  memutuskan  perkara  a  quo  dengan  amar  

putusan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  51 dar i  hal  59 Putusan  Nomor:43 /G /2008 /PTUN- BDG
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam Eksepsi  :

1. Mener ima  dan  mengabulkan  ekseps i  Tergugat  I I  untuk  

se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bandung  t i dak  

berwenang  ( t i dak  memil ik i  kompetensi  absolut )  untuk  

memer iksa ,  mengadi l i  dan  memutuskan  perkara  a  quo  ;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Menyatakan  bahwa  gugatan  yang  d ia jukan  Penggugat  

te rhadap  Tergugat  I I  ada lah  merupakan  Gugatan  Prematur  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Menyatakan  oleh  karenanya ,  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  

d i te r ima  (n ie t  ontvankel i j k  

Verklaard  ) : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam Pokok Perkara  :

1. Menolak  Gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  Sura t  Keputusan  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor  

:  KEP95/PJ .07 /2008  tangga l  28  Februar i  2008  ten tang  

Pengurangan  atau  Pembata lan  Kete tapan  Pajak  Yang  Tidak  

Benar  atas  SKPKBT PPN atas  nama Penggugat  ada lah  sah dan 

berkekuatan  hukum ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Menyatakan  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan  

(SKPKBT)  Pajak  Per tambahan  Ni la i  (PPN)  Nomor  :  

00008/307 /00 /424  tangga l  24  November  2005  Masa  Pajak  

Januar i  sampai  Desember  2000  atas  nama Penggugat  ada lah  

sah  dan  berkekuatan  hukum ;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Menghukum Penggugat  untuk  membayar  se lu ruh  biaya  perkara  

yang  t imbu l  da lam  perkara  in i  ;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Atau  :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52
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J ika  Maje l i s  Hakim Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bandung  

berpendapat  la i n  maka rnohon  putusan  yang  sead i l - ad i l nya  

(  ex aequo et  bono )  ;

Bahwa proses  pemer iksaan  perkara  in i  te l ah  masuk  dengan  

acara  Sikap  Maje l i s  te rhadap  Jawaban  Terguga t  I  dan  Jawaban  

Tergugat  I I  ;  

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  untuk  t i dak  mengulang i  ha l  yang  sama 

te rhadap  maksud  dan  alasan  ser ta  tu juan  gugatan  Penggugat  

ada lah  sebaga imana  te rmuat  da lam  duduk  sengketa  te rsebu t  

d ia tas  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  Obyek  Sengketa  dalam 

perkara  in i  ada lah  :

1 Sura t  Keputusan  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  te r t angga l  28  

Februar i  2008 Nomor  :  KEP-95/PJ .07 /2008  ten tang  Pengurangan  

atau  Pembata lan  Kete tapan  Pajak  yang  t i dak  benar  atas  

SKPKBT PPN,  atas  nama Waj ib  Pajak  :  PT.  Galunggung  Mega 

Sakt i ,  NPWP 01.241 .037 .9 - 424.000 ,  yang  dike lua rkan  oleh  

Tergugat  I  ;

2.  Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan  Pajak  

Per tambahan  Ni la i  Barang  dan  Jasa  te r t angga l  24  Nopember  

2005  Nomor  :  000081307/00 /424 /05 ,  yang  di te r b i t k an  oleh  

Kepala  Kantor  Pelayanan  Pajak  Bandung  Karees  atas  nama 

Waj ib  Pajak  PT.  Galunggung  Mega Sakt i  NPWP :  01.241 .037 .9 -

424.000  yang  dike lua r kan  oleh  Terguga t  I I ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

 

Dalam Eksepsi

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  te rsebu t  Tergugat  I  

dan  Tergugat  I I  te l ah  mengajukan  ekseps i - ekseps i  secara  

te r t u l i s  masing- masing  dia jukan  pada  tangga l  16  Ju l i  2008  

Hal  53 dar i  hal  59 Putusan  Nomor:43 /G /2008 /PTUN- BDG
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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yang  pada  in t i n ya  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Tentang  kompetens i  abso lu t ,  bahwa Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  t i dak  berwenang  memer iksa ,  memutus  dan 

menyelesa i kan  sengke ta  a quo; - - - - - - - -

 Gugatan  prematu r  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  ekseps i - ekseps i  te r sebu t  

sa lah  satunya  adalah  menyangkut  ten tang  kewenangan  mengadi l i  

secara  aboso lu t  (Kompetens i  abso lu te ) ,  maka sesua i  Pasa l  77  

ayat  (1 )  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1986  sebaga imana  te lah  

diubah  dengan  Undang- undang  Nomor  9 Tahun 2004,  Maje l i s  Hakim 

karena  jaba tannya  waj ib  mengambi l  s ikap  te rhadap  ekseps i  a 

quo  sebe lum  melan ju t kan  pemer iksaan  pokok  sengketa  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  ekseps i  Terguga t  I  dan  

Tergugat  I I  rnengena i  kompetens i  (kewenangan)  abso lu t  

Pengad i l an  te rsebu t  Maje l i s  Hakim  mempert im  bangkan  sebaga i  

ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa  Penggugat  da lam  pos i t a  gugatannya  mendal i l k an  

Sura t  Keputusan  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  te lah  

memenuhi  unsur  pasa l  1  but i r  3  Undangundang  Nomor  5 

Tahun  1986  dan  merug ikan  p ihak  Penggugat ,  karena  

melanggar  Asas- asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik  (AAUPB)  

dan pasa l  33 ayat  (1 )  Jo.  Pasa l  77 ayat  (1 )  dan ayat  (3 )  

Jo.  Pasal  80  Jo.  Pasa l  86  Jo.  Pasa l  88  ayat  (2 )  Jo.  

Pasal  89  Jo.  Pasa l  91  Jo.  Pasa l  92  Undang- undang  Nomor  

14  Tahun  2002  ten tang  Perad i l an  Pajak  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  Penggugat  te l ah  berupaya  melakukan  gugatan  atas  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kerug ian  yang  dide r i t a nya  mela lu i  Pangadi l an  Pajak  dan  

te l ah  dipu tus  oleh  Pengad i l an  Pajak  tangga l  20 September  

2007 dengan Perkara  Nomor

Put .12438 /PP/M.VI I I /99 /2007  atas  gugatan  PT.  Galunggung  

Mega Sakt i  te rhadap  sura t  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor  

S.1480/P j , 071 /2007  tangga l  3  Mei  2007  mengenai  

Pengembal i an  permohonan  Pengurangan  atau  Pembata lan  

Kete tapan  Pajak  yang  t i dak  Benar  atas  SKPKBT PPN.  Nomor  

00008/307 /00 /424 /05  tangga l  24  Nopember  2005  masa pa jak  

Januar i  sampai  dengan  Desember  Tahun  2000  yang  is i nya  

putusannya  sebaga i  ber i ku t  :  “  Membata lkan  Sura t  

Di rek tu r  Jendera l  Pajak  Nomor  5- 1480/PJ .071 /2007  tangga l  

3 Mei  2007  mengenai  Pengembal ian  Permohonan  Pengurangan  

atau

Pembata lan  Kete tapan  Pajak  Yang  Tidak  Benar  atas  SKPKBT 

PPN  Nomor  :  0008/307 /00 /424 /2005  tangga l  24  Nopember  

2005 ;

Menimbang,  bahwa  baik  Sura t  Keputusan  yang  dike lua r kan  

oleh  Tergugat  I  (D i rek tu r  Jendera l  Pajak )  maupun  Sura t  

Kete tapan  Pajak  yang  d ike lua r kan  o leh  Tergugat  I I  (Kepa la  

Kanto r  Pelayanan  Pajak  Bandung  Karees)  dihubungkan  dengan  

fak ta - fak ta  hokum dia tas  te rbuk t i  dan  diaku i  o leh  Penggugat  

ada lah  merupakan  rangka ian  dalam rangka  penerb i t an  kete tapan  

pajak ,  yang  ber muara  pada  Sengketa  Pajak  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sebaga imana  keten tuan  Undang- undang  

Nomor  14  Tahun  2002  ten tang  Pengad i l an  Pajak  Pasal  2  

Pengad i l an  Pajak  adalah  Badan/  Perad i l an  yang  melaksanakan  

kekuasaan  kehak iman  bag i  Waj ib  Pajak  atau  Penanggung  Pajak  

yang  mencar i  kead i l an  te rhadap  sengketa  pa jak  ser ta  pasa l  31  

ayat  (1 )  dan  ayat  (3 )  Pengad i l an  Pajak  mempunya i  tugas  dan  

wewenang  memer iksa  dan  memutus  sengke ta  Pajak  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  55 dar i  hal  59 Putusan  Nomor:43 /G /2008 /PTUN- BDG
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Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  yang  dia j ukan  ke  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bandung  in i  adalah  menyangkut  

sengketa  perpa jakan ,  maka menuru t  hemat  Maje l i s  Hakim sesua i  

dengan  keten tuan  para tu ran  perundang undangan  te rsebu t  d ia tas ,  

sengketa  a  quo  bukan  merupakan  kewenangan  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  sengketa  in i  bukan  

merupakan  kewenangan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  maka 

ekseps i  Terguga t  I  dan ekseps i  Tergugat  I I  ten tang  kewenangan  

abso lu t  Pengad i l an  harus lah  di te r ima  ; - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  ekseps i  Tergugat  I  dan  

ekseps i  Tergugat  I I  d i t e r ima  maka  te rhadap  ekseps i - ekseps i  

la i n  t i dak  dipe r t imbangkan  Ieb ih  lan ju t  ; - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  sengketa  in  l i t i s  bukan  

kewenangan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  maka  gugatan  

Penggugat  harus  dinya takan  t i dak  di te r ima  (N ie t  Ontvanke l i j k  

Verk laa rd )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  t i dak  di te r ima  

(N ie t  Ontvanke l i j k e  Verk laa rd ) ,  maka  permohonan  Penundaan  

obyek  sengketa  t i dak  dipe r t imbangkan  Ieb ih  lan ju t  dan  

dinya takan  di to l ak  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Menimbang,  bahwa  karena  gugatan  Penggugat  t i dak  

di te r ima ,  maka kepada  Penggugat  dihukum untuk  membayar  biaya  

perkara  in i  yang  besarnya  seper t i  te rcan tum  dalam  amar  

putusan  d ibawah  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menginga t ,  keten tuan  pasa l  77  Undang- undang  Nomor  5 

Disclaimer
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun  1986  sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  Undang- undang  

Nomor  9  Tahun  2004  ser ta  pera tu ran - perudang- undangan  la i n  

yang  te rka i t  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E N G A D I  L I

Dala  m   Penundaan   :

 Menyatakan  menolak  permohonan  Penggugat  untuk  menunda  

ber l akunya  Sura t  Keputusan  Di rek tu r  Jendera l  Pajak  

(Terguga t  I )  te r t angga l  28

Februar i  2008  Nomor  :  KEP-95/PJ .07 /2008  ten tang  

Pengurangan  atau  Pembata lan  Kete tapan  Pajak  yang  t i dak  

benar  atas  SKPKBT PPN.  atas  nama Waj ib  Pajak  :  PT.  

Galunggung  Mega Sakt i ,  NPWP :  01.241 .037 .9 424.000 ,  dan 

Sura t  Kete tapan  Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan  Pajak  

Per tambahan  Ni la i  Barang  dan  Jasa  te r t angga l  24  

Nopernber  2005  Nomor  :  00008/307 /00 /424 /05 ,  atas  nama 

Waj ib  Pajak  PT.  Galunggung  Mega  Sakt i  NPWP  :  

01.241 .037 .9 - 424.000  yang  dike lua r kan  oleh  Kepala  

Kanto r  Pelayanan  Pajak  Bandung  Karees  (Terguga t  I I )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam Ekseps i  

 Mener ima  ekseps i  Tergugat  I  dan  Terguga t  I I  ten tang  

Kompetens i  Absolu t . ;

 Menyatakan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bandung  t i dak  

berwenang  mengadi l i  sengketa  pajak  ;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Dalam Pokok  Perkara  

 Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  d i te r i r n a  (N ie t  

Ontvanke l i j k  Verk laa rd )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Menghukum Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  

Rp.119.000 . -  (Sera tus  sembi l an  belas  r i bu  rup iah ) . -  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  57 dar i  hal  59 Putusan  Nomor:43 /G /2008 /PTUN- BDG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demik ian lah  sengketa  in i  d ipu tus  dalam  rapa t  

permusyawara tan  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Bandung  pada  har i  SENIN  tangga l  28  Ju l i  2008  o leh  ENDRIA 

SUTARMIN,  SH.M.Hum,  Waki l  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Bandung  sebaga i  Ketua  Maje l i s ,  SULARNO,  SH,  dan  KHAERUDDIN 

NASUTION,  SH.  masing- masing  sebaga i  Hakim  Anggota ,  putusan  

te rsebu t  d iucapkan    da lam    pers i dangan    yang    te rbuka  

untuk  umum pada har i  SELASA

tangga l  29  Ju l i  2008  o leh  Maje l i s  Hakim  te rsebu t  d ia tas  

dengan  diban tu  oleh  YANI  SRI  KARYANI Sm Hk sebaga i  Pani te ra  

Penggant i  dengan  d ihad i r i  o leh  kuasa  hukum Penggugat ,  kuasa  

hukum Tergugat  I  dan kuasa  hukum Tergugat  I I

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,       KETUA 

MAJELIS

1.  S U L A R N O,  SH. ENDRIA  SUTARMIN,  

SH.M.Hum.

2.  KHAERUDIN NASUTION,  SH.

PANITERA PENGGANTI,

YANI SRI  KARYANI,  Sm Hk.

Per inc i an  biaya  perkara  :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

−Panggi l an :  Rp.110.000 , -

−Matera i :  Rp.   6.000 , -

−Redaks i :  Rp.     3.000 , -

Jumlah :  Rp.119.000 , -

(Sera tus  sembi l an  belas  r i bu  rup iah ) , -

Hal  59 dar i  hal  59 Putusan  Nomor:43 /G /2008 /PTUN- BDG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59


